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PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

BAB  II 
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

2.1.	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1.1. 	Aspek Geografi dan Demografi

		Kabupaten Lombok Utara terletak antara 115⁰28’  sampai dengan 115⁰46’ Bujur Timur dan antara 8⁰120’ sampai 8⁰550’ Lintang Selatan. Total luas daratan Kabupaten Lombok Utara mencapai 809,53 Km2 dan luas perairan laut mencapai 503,24 km2. Terdiri dari 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Bayan dengan luas daratan 329,1 km2, Kayangan 126,35 km2, Gangga 157,35 km2, Tanjung 115,64 km2 dan Pemenang 81,09 km2, dengan ibukota Kabupaten di Kecamatan Tanjung.  

Gambar 2.
Grafik Luas Wilayah Kabupaten Lombok Utara (km2)
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Gambar 3.
Peta Administrasi  Kabupaten Lombok Utara















		
		Secara topografis, sebagian besar wilayah di Kabupaten Lombok Utara berupa perbukitan/pegunungan yang menyusur pada bagian tengah dari utara ke selatan, sedangkan dataran sempit berada pada sepanjang pesisir pada wilayah barat dari utara ke selatan. Kondisi topografis ini ditunjukkan dengan proporsi kemiringan tanah yang didominasi kemiringan diatas 40 % yaitu mencapai 48.571,80 Ha atau 60 % dari keseluruhan wilayah, diikuti dengan kemiringan tanah 15 – 40 % yang meliputi 20.238,25 Ha atau 25 % dari keseluruhan luas tanah, kemiringan tanah 2-15 % mencapai luas 10.523,89 Ha atau 13 % dan kemiringan 0-2% mencapai luas 1.619,06 Ha atau hanya 2 % dari keluruhan luas tanah yang ada. Ketinggian wilayah dari permukaan laut berkisar antara 0 sampai 1000 meter lebih, dengan ketinggian rata-rata 539,69 M dari permukaan laut. Luas wilayah dengan ketinggian 0-100 meter dari permukaan laut mencapai 8.095,30 Ha, wilayah dengan ketinggian 100 – 500 meter dari permukaan laut mencapai 1.619,06 Ha dan diatas 1.000 meter dari permukaan laut mencapai 539,69 Ha. 
		Berdasarkan data proyeksi BPS, jumlah penduduk pada tahun 2014 diperkirakan telah mencapai 210.133 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 103.490 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 106.643 jiwa. Dengan demikian rasio jenis kelamin rata-rata adalah 97 atau diantara 100 perempuan terdapat 97 orang laki-laki.  Pada sebagian besar kecamatan, jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit daripada penduduk perempuan kecuali pada kecamatan Pemenang dimana penduduk laki-laki lebih banyak dari perempuan.

Tabel 1.
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2014 

	No.
	Kecamatan
	Jumlah Penduduk
	Rasio Jenis Kelamin

	
	
	Laki-Laki
	Perempuan
	Total
	

	1.
	Pemenang
	17 354
	16 903
	34 257
	102,67

	2.
	Tanjung
	23 110
	23 749
	46 859
	97,31

	3.
	Gangga
	20 828
	22 000
	42 828
	94,67

	4.
	Kayangan
	19 194
	20 070
	39 264
	95,64

	5.
	Bayan
	23 004
	23 921
	46 925
	96,17

	
	TOTAL
	103 490
	106 643
	210 133
	97,04


  	Sumber Data : BPS Kabupaten Lombok Utara, 2015



2.1.2. 	Aspek Kesejahteraan Masyarakat

		Aspek kesejahteraan masyarakat dapat  ditinjau dari kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan perkembangan seni budaya dan olahraga. Kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi diukur diantaranya dengan indikator pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, pendapatan perkapita dan pemerataan pendapatan. Sementara itu kesejahteraan sosial dapat digambarkan dengan indikator pendidikan, kesehatan, kemiskinan, kesempatan kerja dan angka kriminalitas.  
	Dari sisi pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Utara menunjukkan keadaan yang terus tumbuh secara positif walaupun pertumbuhannya cukup fluktuatif. Berdasarkan data sangat sementara dari BPS Kabupaten Lombok Utara, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Utara Tahun 2014 mencapai 4,56 %, tumbuh lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, secara nasional metode perhitungan indikator-indikator ekonomi makro terutama PDRB mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dimana tahun dasar yang digunakan tidak lagi tahun 2000 tetapi tahun dasar 2010 dengan perhitungan yang diperluas mencakup 17 kriteria bukan hanya 9 sektor sebagaimana sebelumnya. Pembaharuan tahun dasar dan kriteria ini, menyebabkan terjadinya perbedaan  data perhitungan dibandingkan dengan data yang dipublikasikan pada tahun-tahun sebelumnya. 
	PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2014 tercatat sebesar      3,25 trilyun rupiah  meningkat sebesar 11,7 % dibandingkan dengan nilai PDRB tahun 2013 yang mencapai   2,91 trilyun rupiah.  Kondisi yang sama ditunjukkan oleh nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010  yang pada tahun 2014 mencapai 2,82 trilyun rupiah rupiah, mengalami peningkatan sebesar  4,58  % jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2013 yang besarnya 2,7 trilyun rupiah. 
			
Tabel 2.
Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Tahun 2010 – 2014 dengan Perhitungan Baru

	Indikator
	2010
	2011
	2012
	2013*
	2014**

	1. Pertumbuhan ekonomi (%)
	3,75
	5,34
	4,08
	4,12
	4,56

	2. PDRB ADH Berlaku (Juta Rp)
	2.369.372,95
	2.560.214,74
	2.736.375,15
	2.916.857,58
	3.256.037,58

	3. PDRB ADH Konstan Tahun 2010 (Juta Rp)
	2.369.372,95
	2.495.979,23
	2.597.797,97
	2.704.706,33
	2.828.133,34


	Sumber data : BPS Kabupaten Lombok Utara, 2015
	*) Angka Sementara  **) Angka Sangat Sementara

			Data PDRB dan PDRB per kapita tidaklah cukup untuk menggambarkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, meskipun PDRB per kapita penduduk Kabupaten Lombok Utara lebih tinggi dari PDRB per kapita penduduk di beberapa kabupaten di Provinsi NTB, namun angka kemiskinan penduduk Kabupaten Lombok Utara menunjukkan angka tertinggi di Provinsi NTB. Sampai dengan penyusunan dokumen ini, angka kemiskinan Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2014 belum dapat dipulikasikan oleh BPS, sehingga data kemiskinan yang dipergunakan adalah data terakhir di tahun 2013.  Pada tahun 2013 angka kemiskinan Kabupaten Lombok Utara mencapai 34,63 %, sementara rata-rata angka kemiskinan di NTB mencapai 18,63 %. Meskipun masih tinggi, angka kemiskinan selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2012 dapat diturunkan rata-rata sebesar 3,6 % per tahun, dapat melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 2,5 % per tahun. Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara menggambarkan masih relatif rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat.


Gambar 4.
Angka Kemiskinan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010-2013 (%)






	

	

	Kualitas penduduk  yang utamanya ditunjukkan dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Lombok Utara menunjukkan perkembangan yang signifikan selama 3 (tiga) tahun terakhir. IPM mengukur tiga dimensi utama: hidup yang panjang dan sehat (longevity), akses untuk ilmu pengetahuan (knowledge), dan standar kehidupan yang layak (decent living). Indikator hidup yang panjang dan sehat dihitung berdasarkan angka harapan hidup, indikator akses untuk ilmu pengetahuan dihitung berdasarkan angka harapan lama sekolah (Expected year school) dan rata-rata lama sekolah (Mean Years School). Sedangkan indikator standar kehidupan yang layak dihitung berdasarkan pengeluaran per kapita disesuaikan (Purchasing Power Parity). Bedasarkan perhitungan dengan metode baru, IPM Kabupaten Lombok Utara di tahun 2014 telah mencapai 60,17, meningkat siginifikan dibandingkan dengan IPM tahun 2012 yang besarnya 58,19 dan 59,2 di tahun 2013.  Perkembangan IPM Kabupaten Lombok Utara selama kurun waktu tahun 2012 sampai dengan 2014 merupakan perkembangan IPM yang tertinggi (”TOP MOVER”) diantara kabupaten-kabupaten lain se provinsi NTB walaupun secara absolut Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lombok Utara masih lebih rendah dari kabupaten-kabupaten lain. 
Tabel 3.
IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat

	Kabupaten/Kota
	2012
	2013
	2014

	Lombok Barat
	62,24
	62,91
	63,52

	Lombok Tengah
	60,57
	61,25
	61,88

	Lombok Timur
	60,73
	61,43
	62,07

	Sumbawa
	61,96
	62,44
	62,88

	Dompu
	62,6
	63,16
	63,53

	Bima
	61,05
	62,08
	62,61

	Sumbawa Barat
	66,45
	66,86
	67,19

	Lombok Utara
	58,19
	59,2
	60,17

	Kota Mataram
	74,22
	75,22
	75,93

	Kota Bima
	71,21
	71,72
	72,23

	Nusa Tenggara Barat
	62,98
	63,76
	64,31

	Sumber : BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2014
	
















Gambar 5.
Grafik IPM Kabupaten Lombok Utara Tahun 2012-2104 Dibandingkan dengan IPM NTB dan IPM Kabupaten Lombok Tengah



  
	



	
		



Jika ditinjau dari setiap komponen indeks yang membangun IPM, tingkat pendidikan penduduk  dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 menunjukkan perkembangan yang siginifikan.  Pada tahun 2012 rata-rata lama bersekolah penduduk Kabupaten Lombok Utara mencapai 7,30 tahun, naik menjadi 7,36 di tahun 2013 dan dan 7,59 di tahun 2014. Demikian pula untuk angka partisipasi sekolah yang menunjukkan peningkatan yang progresif terutama pada kelompok umur 16-18 tahun/jenjang pendidikan menengah dimana angka partisipasi pendidikan kelompok umur 16-18 tahun di tahun 2012 hanya mencapai 48,59 %,  naik  menjadi 57,81 % di tahun 2013 dan 70,2 % di tahun 2014. 
Sementara itu untuk angka melek huruf (meskipun tidak lagi menjadi indikator perhitungan IPM), menunjukkan peningkatan yang juga signifikan. Jika pada tahun 2013, penduduk usia 15 tahun ke atas yang melek huruf hanya mencapai 77 %, maka dapat ditingkatkan menjadi 80,5 % di tahun 2014. Meskipun penduduk melek huruf meningkat siginfikan, namun 19,5 % penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih buta huruf tetap perlu mendapat penanganan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat maupun meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam mengakses peluang ekonomi yang akan berdampak terhadap pengurangan kemiskinan.

Tabel 4.
Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2012-2014
	Kelompok Umur 
	Tahun 2012
	Tahun 2013
	Tahun 2014

	7 – 12 Tahun 
	97,42
	96,34
	97,23

	13 – 15 Tahun 
	85,54
	95,28
	96,56

	16 – 18 Tahun 
	48,59
	57,81
	70,2

	Sumber : BPS Kabupaten Lombok Utara, 2014 

	







Gambar 6.
Grafik Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2012-2014



























Gambar 7.
Grafik Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (%) Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun) 
Di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2012-2014












Indikator IPM yang lain yakni indikator kesehatan berupa Angka Harapan Hidup juga menunjukkan perkembangan yang positif. Jika pada tahun 2012 angka harapan hidup mencapai 64,74 tahun, maka di tahun 2014 dapat ditingkatkan menjadi 65,19 tahun. Kasus kematian bayi dapat diturunkan dari tahun ke tahun, namun kematian ibu masih cenderung fluktuatif, dimana upaya-upaya yang dilakukan dapat menekan kematian ibu menjadi 0 kasus di tahun 2012, namun muncul lagi 2 kasus di tahun 2013 dan meningkat menjadi 6 kasus di tahun 2014.

Tabel 5.
Indikator Kesehatan Masyarakat Tahun 2010-2014

	Indikator Kesehatan Masyarakat
	Tahun 2010
	Tahun 2011 
	Tahun 2012 
	Tahun 2013 
	Tahun 2014 

	Angka Harapan Hidup* 
	64,13
	64,45 
	64,74 
	65,04 
	65,19 

	Kasus Kematian Bayi **
	36
	30 
	30 
	29 
	16 

	Kasus Kematian Ibu **
	4
	6 
	0 
	2 
	6 

	Jumlah Kelahiran Hidup** 
	4,521
	4,75 
	4,778 
	4,545 
	4,689 



	



	Sumber Data : *   BPS Kabupaten Lombok Utara
		** Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara	

	Sementara itu pada indikator pengeluaran per kapita, pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Lombok Utara di tahun 2014 baru mencapai Rp. 461.385 dengan pengeluaran per kapita yang lebih tinggi di perkotaan (Rp. 520.386) dibandingkan dengan di pedesaan (Rp.461.385). Rata-rata pengeluaran per kapita ini merupakan yang terendah di NTB sehingga berpengaruh langsung terhadap rendahnya IPM di Kabupaten Lombok Utara. Kondisi ini memerlukan penanganan yang intensif melalui upaya peningkatan pendapatan yang pada gilirannya berpengaruh terhadap peningkatan pengeluaran. 

Pada indikator ketenagakerjaan, di Lombok Utara penduduk berusia 15 tahun keatas (angkatan kerja) jumlahnya cukup potensial yaitu sebesar 145.949 jiwa atau sekitar 69,45 persen dari total jumlah penduduk Lombok Utara. Jika dilihat dari kegiatan utama yang dilakukan sebesar 73,11 persen bekerja dan 10,65 persen sekolah atau mengurus rumah tangga. Sementara angka pengangguran terbuka di Kabupaten Lombok Utara adalah sebesar 5,42 persen dari total angkatan kerja. Angka pengangguran di Lombok Utara sangat terpengaruh pada daya serap pada sector pertanian, pada umumnya pekerja di Kabupaten Lombok Utara masih bekerja pada sector pertanian yaitu sebesar 54,42 persen dari jumlah penduduk bekerja. Salah satu ciri dari pekerja pertanian di Kabupaten Lombok Utara adalah pekerja keluarga yang membantu usaha pertanian dari kepala rumah tangga, para pekerja keluarga ini umumnya bekerja di bawah 24 jam dalam seminggu sehingga nilai tambah yang dihasilkan relatif kecil. 

Tabel 6.
Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Kerja Utama Tahun 2012-2014

	Lapangan Usaha
	L
	P
	L+P

	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan

	2012
	55,93
	59,31
	57,13

	2013
	53,17
	50,44
	52,2

	2014
	54,86
	53,76
	54,42

	Industri

	2012
	4,71
	6,73
	5,43

	2013
	4,9
	5,27
	5,03

	2014
	4,02
	9,68
	6,27

	Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi

	2012
	11,44
	23,78
	15,82

	2013
	10,63
	29,34
	17,26

	2014
	11,71
	30,39
	19,14

	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan

	2012
	12,95
	7,68
	11,08

	2013
	12,16
	13,47
	12,62

	2014
	11,26
	5,31
	8,9

	Lainnya

	2012
	14,97
	2,48
	10,54

	2013
	19,14
	1,47
	12,88

	2014
	18,15
	0,87
	11,28


			Sumber Data : BPS Kabupaten Lombok Utara, 2015


Gambar 8.
Grafik Lapangan Kerja Utama Penduduk Tahun 2012-2014



















Salah satu sektor yang mengalami peningkatan pada persentase penduduk bekerja adalah sektor perdagangan dengan tingkat pertumbuhan mencapai 2 persen pertahun, hal ini cukup wajar mengingat adanya perkembangan jumlah penduduk yang mengakibatkan konsekuensi pada konversi Lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, sehingga banyak yang mulai meninggalkan sektor tradisional seperti pertanian dan beralih ke sektor lainnya salah satunya adalah sektor perdagangan. 
Sementara itu jika dilihat dari status pekerjaannya, di tahun 2014 sebagian besar pekerja bekerja dengan berusaha sendiri mencapai 50,66 %, diikuti pekerja bebas 21,79 %, sebagai pekerja keluarga 15,17 % dan buruh/karyawan 12,39 %. Pekerja yang berusaha sendiri cenderung meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan peningkatan kewirausahaan, sementara itu pekerja yang bekerja sebagai buruh/karyawan dan pekerja dengan status pekerja keluarga cenderung menurun. Sementara itu status pekerjaan sebagai pekerja bebas cenderung fluktuatif.

Gambar 9.
Grafik Status Pekerjaan Penduduk Tahun 2012-2014














 



2.1.3. 	Aspek Pelayanan Umum

	Aspek pelayanan umum meliputi pelayanan dasar dan pelayanan penunjang. Pelayanan dasar dalam rangka memenuhi kebutuhan/hajat didup masyarakat meliputi pelayanan pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, sarana dan prasarana umum, perhubungan dan penataan ruang. Sementara pelayanan penunjang antara lain dalam bidang penanaman modal, koperasi usaha kecil dan menengah, kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, komunikasi dan informatika, pertanahan, pemberdayaan masyarakat desa, perpustakaan, penyelenggaraan keamanan dan ketertiban serta pemuda dan olahraga.
Pelayanan dasar  di bidang pendidikan diukur dengan pencapaian pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta ketersediaan dan kualifikasi tenaga pengajar pada jenjang pendidikan dasar sampai dengan tahun 2014 di Kabupaten Lombok Utara belum dapat memenuhi standar pelayanan minimal. 
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, terdapat 27 indikator untuk mengukur pelayanan tingkat pendidikan dasar, mulai dari jarak sekolah sampai dengan penerapan manajemen berbasis sekolah. 
Sejak tahun 2013 pelaksanaan urusan pendidikan telah dapat memenuhi standar tersedianya satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil, sementara itu  SD dengan jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar tidak melebihi 32 orang dapat ditingkatkan dari 57,43 % ditahun 2013 menjadi 76,19 % di tahun 2014, sedangkan pada SMP ditingkatkan dari 50 % di tahun 2013 menjadi 58 % ditahun 2014.  Sementara ketersediaan ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik, guru dan papan tulis pada SD dapat ditingkatkan dari 50,68 % di tahun 2013 menjadi 59,86 % di tahun 2014, sedangkan pada SMP indikator yang sama menunjukkan capaian sebesar 73,53 % di tahun 2014.
Data ini menunjukkan bahwa 76,19 % atau 112 unit  SD di Kabupaten Lombok Utara telah memenuhi indikator jumlah maksimal 32 orang murid untuk setiap rombongan belajar, sedangkan 23,8 % atau 35 unit SD belum memenuhi indikator SPM ini. Selanjutnya untuk  ketersediaan ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik, guru dan papan tulis pada SD baru tercapai sebesar 59,86 % di tahun 2014, artinya 88 unit SD sudah memenuhi SPM pada indikator ini sedangkan 59 unit SD belum dapat memenuhi SPM. Untuk indikator di setiap SMP tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik, dapat ditingkatkan dari 58,8 % di tahun 2013 menjadi 73,53 % di tahun 2014.  Selengkapnya tentang capaian SPM disajikan pada tabel. 

Tabel 7.
Pencapaian Indikator SPM Bidang Pendidikan Dasar Tahun 2013-2014
	JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM
	PERHITUNGAN (%)

	
	TINGKAT
	TAHUN 2013
	TAHUN 2014

	
	
	
	
	

	I.
	PENDIDIKAN DASAR OLEH KABUPATEN/ KOTA
	 

	1.
	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil
	SD 
	100.00
	100.00

	 
	
	MI
	100.00
	100.00

	 
	
	SMP
	100.00
	100.00

	 
	
	MTs
	100.00
	100.00

	2.
	 Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;
	SD 
	57.43
	76.19

	 
	
	MI
	100.00
	100.00

	 
	
	SD 
	50.68
	59.86

	 
	
	MI
	12.50
	12.50

	 
	
	SMP
	50.00
	58.82

	 
	
	MTS
	100.00
	100.00

	 
	
	SMP
	73.53
	73.53

	 
	
	MTS
	0.00
	0.00

	3.
	 Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;
	SMP
	58.82
	73.53

	
	
	MTS
	0.00
	0.00

	
	
	SMP
	58.82
	73.53

	
	
	MTs
	0.00
	0.00

	4.
	 Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;
	SD 
	39.19
	39.19

	 
	
	MI
	0.00
	0.00

	 
	
	SMP
	47.06
	47.06

	 
	
	MTs
	0.00
	0.00

	5.
	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan
	SD 
	39.86
	58.11

	 
	
	MI
	0.00
	0.00

	 
	
	SD 
	92.57
	92.57

	 
	
	MI
	0.00
	0.00

	6.
	Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;
	SMP
	44.12
	44.12

	 
	
	MTs
	35.56
	35.56

	7.
	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik
	SD 
	94.59
	99.32

	
	
	MI
	84.38
	84.38

	
	
	SD 
	94.59
	100.00

	
	
	MI
	50.00
	50.00

	8.
	 Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%
	SMP
	79.41
	100.00

	 
	
	MTS
	48.89
	48.89

	 
	
	SMP
	47.06
	47.06

	 
	
	MTs
	44.44
	44.44

	9.
	Di setiap SMP/MTs tersedia guru kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mapel Matematika, IPA, B. Indonesia, B. Inggris, dan PKn
	SMP
	55.88
	55.88

	 
	
	MTs
	44.44
	44.44

	10.
	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik
	SD 
	99.32
	99.32

	
	
	MI
	50.00
	50.00

	11.
	Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
	SMP
	100.00
	100.00

	 
	
	MTs
	44.44
	44.44

	12.
	Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik
	SD 
	97.67
	100.00

	
	
	MI
	100.00
	100.00


 

Untuk pelayanan dasar di bidang kesehatan, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/menkes/Per/VII/2008, ditetapkan 18 indikator dalam mengukur kualitas pelayanan dasar kesehatan. Pada tahun 2014, menunjukkan tercapainya SPM pada beberapa indikator kinerja seperti cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani, cakupan kunjungan bayi, cakupan pelayanan anak balita, cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan, cakupan peserta KB aktif, penderita DBD yang ditangani, cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin dan cakupan desa siaga aktif.  Sementara itu beberapa indikator kinerja yang lain seperti cakupan kunjugan ibu hamil K4, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, cakupan pelayanan nifas,  dan lain-lain indikator kinerja belum dapat memenuhi SPM.
Gambar 10.
Grafik  Pencapaian SPM Kesehatan Tahun  2014






















Khusus untuk kejadian penyakit, beberapa penyakit yang selama ini menjadi penyakit endemik di Kabupaten Lombok Utara diantaranya penyakit Malaria, sudah sangat jarang ditemui dalam beberapa tahun terakhir. Penyakit yang perlu mendapat prioritas perhatian adalah masih tingginya penemuan penderita Tubercolosis (TB) dimana tahun 2014 penemuan penderita baru TB mencapai 170 kasus, naik dari kondisi tahun 2013 yang jumlahnya 155 kasus. Penyakit TB berkaitan erat dengan pola hidup masyarakat yang belum menerapkan periku hidup bersih dan sehat, karena itu pendekatan promotif/preventif melalui PHBS harus digencarkan. 

Berkaitan dengan wilayah Kabupaten Lombok Utara yang menjadi lokasi wisata, kejadian penyakit lain yang menjadi fokus perhatian adalah orang dengan HIV/Aids (ODHA) dengan penemuan 13  orang di tahun 2014, meskiupun jumlah temuan menurun jika dibandingkan dengan  tahun 2013 yang jumlahnya 24 orang, pencegahan terjangkitnya penyakit ini harus dilakukan dengan lebih intensif, mengingat penemuan penderita umumnya merupakan fenomena gunung es, dimana penderita sebenarnya jauh lebih banyak dari yang ditemukan.

	Layanan dasar selanjutnya adalah pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Jenis layanan pada bidang ini meliputi sumberdaya air, jalan, air minum, penyehatan lingkungan pemukiman (sanitasi lingkungan dan persampahan), penataan pemukiman kumuh perkotaan, penataan bangunan dan lingkungan, jasa konstruksi dan penataan ruang dengan setiap jenis layanan memiliki indikator. Sampai dengan tahun 2014, sebagian layanan dasar pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ini dapat tercapai, namun beberapa indikator belum dapat  memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Indikator yang belum tercapai diantaranya tersedianya air baku, tersedianya sistem air limbah, penanganan sampah,, tersedianya sistem jaringan drainase, tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi, tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah melalui peta analog dan digital, dilakukannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat  dan tersedianya luasan RTH publik sebesar 20%. Selengkapnya disajikan pada pada Tabel dan Grafik.
Tabel 8.
Capaian Standar Pelayanan Minimal 
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2014

	No
	Indikator Standar Pelayanan Minimal
	Capaian
2014
	Target Nasional

	
	
	
	Nilai
	Tahun

	1
	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.
	20.71
	100%
	2014

	2
	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.
	70.0
	70%
	2014

	3
	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.
	100
	100%
	2014

	4
	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan.
	100
	100%
	2014

	5
	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat
	62.21
	60%
	2014

	6
	Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.
	80.83
	60%
	2014

	7
	Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana
	80.83
	60%
	2014

	8
	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari 
	79.37
	80%
	2014

	9
	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.
	0
	60%
	2014

	10
	Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota
	1.75
	5%
	2014

	11
	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.
	10.28
	20%
	2014

	12
	Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.
	0.10
	70%
	2014

	13.1
	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota 
	0
	50%
	2014

	13.2
	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun
	Belum tersedia data
	50%
	2014

	14
	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.
	Belum tersedia data
	10%
	2014

	15
	Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota.
	13.84
	100%
	2014

	16
	Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten  /kota
	84.84
	100%
	2014

	17
	Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.
	100
	100%
	2014

	18
	Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun
	0
	100%
	2014

	19.1
	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog 
	73.33
	100%
	2014 Kab 

	
	
	73.33
	100%
	2014 Kec

	
	
	33.33
	100%
	2014 Kel

	19.2
	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog 
	73.33
	100%
	2014 Kab

	
	
	73.33
	100%
	2014 Kec

	
	
	33.33
	100%
	2014 Kel

	20.1
	Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR 
	100
	100%
	2014

	20.2
	Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan  program pemanfaatan ruang.
	100
	100%
	2014

	21
	Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya
	100
	100%
	2014 Kab

	22
	Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja
	0
	100%
	2014 Kab,Kec 

	23
	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.
	0
	25%
	2014




Pelayanan dasar berikutnya adalah pelayanan dasar lingkungan hidup yang terbagi menjadi pelayanan pencegahan pencemaran air, pelayanan pencegahan pencemaran udara. pelayanan informasi status kerusakan lahan serta pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Sampai dengan tahun 2014,  prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air telah mencapai 100%, sementara tidak terdapat usaha/kegiatan yang berpotensi mencemari udara sehinga  prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara diasumsikan tercapai 100 %, sedangkan luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa belum ditetapkan ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya, sehingga capaian indikator ini 0 %, selanjutnya prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti telah mencapai 100 % sementara kinerja penanganan sampah  baru mencapai 13 %.  
Tabel 9.
Pencapaian Indikator Kinerja  Urusan Wajib Lingkungan Hidup
	NO
	Indikiator Kinerja
	Tahun 2013
	Tahun 2014

	1.
	Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air
	60  %
	100 %

	2.
	Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara
	100 %
	100 %

	3.
	Prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya
	0 %
	0 %

	4.
	Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
	100 %
	100 %

	5.
	Prosentase Penanganan sampah
	10 %
	13 %



Tabel 11.
Grafik Capaian Kinerja  Urusan Wajib Lingkungan Hidup Tahun 2014













elanjutnya pelayanan dasar perhubungan yang terdiri dari jenis layanan angkuta jalan, angkutan sungai dan danau, angkutan penyebrangan dan angkutan laut. Pencapaian pada beberapa indikator SPM telah memenuhi target, sebaliknya beberapa indikator belum memenuhi target SPM.
Tabel 10.
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2014 

	No.
	Indikator Kinerja
	Capaian 2014
	Target Nasional

	
	
	
	%
	Tahun

	1
	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota
	83.00%
	75%
	2014

	2
	Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.
	142.86%
	60%
	2014

	3
	Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.
	5.00%
	100%
	2014

	4
	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.
	66.67%
	40%
	2014

	5
	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.
	15.46%
	60%
	2014

	a.
	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) pada jalan Kabupaten/Kota.
	24.12%
	60%
	2014

	b.
	Tersedianya fasilitas penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.
	6.80%
	60%
	2014

	6
	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.
	100.00%
	60%
	2014

	7
	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.
	0.00%
	50%
	2014

	8
	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
	100.00%
	100%
	2014

	9
	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.
	100.00%
	40%
	2014

	10
	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum
	0.00%
	100%
	2014

	11
	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.
	81.00%
	100%
	2014

	12
	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.
	100.00%
	90%
	2014

	13
	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.
	100.00%
	100%
	2014

	14
	Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.
	100.00%
	60%
	2014

	15
	Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota.
	100.00%
	100%
	2014

	16
	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT
	33.33%
	50 %
	2014






















Gambar 12.
Grafik Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2014 






























Selanjutnya adalah pelayanan umum yang sifatnya penunjang. Pelayanan umum yang sifatnya penunjang antara lain pelayanan kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, komunikasi dan informatika serta penyelenggaraan keamanan dan ketertiban.
Untuk layanan kependudukan dan catatan sipil, pada tahun 2014 jumlah penduduk yang telah memiliki KTP elektronik (KTP elektroniknya telah terbit) mencapai 87,95 % dari penduduk wajib KTP, meningkat dari kondisi tahun 2013 yang jumlahnya 80,03 %.  Sementara itu total jumlah akte kelahiran yang diterbitkan mencapai 6.638 akte sedangkan rasio bayi memiliki akte kelahiran mencapai 2.389 : 4511 atau 1 : 1,8. Target standar pelayanan minimal untuk cakupan penduduk ber KTP dan cakupan akte kelahiran adalah 100 %, belum tercapainya target standar pelayanan minimal ini disebabkan antara lain oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengakses layanan kependudukan sedangkan rendahnya cakupan akte kelahiran disebabkan antara lain oleh tidak dimilikinya akte nikah orangtua. Solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan pelayanan jemput bola dan menginisiasi kerjasama dengan Kementrian Agama/KUA untuk melakukan itsbat nikah bari orangtua yang belum memiliki akte nikah.

Tabel 11.
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Urusan Wajib 
Kependudukan dan Catatan Sipil
	No.
	Indikator Kinerja
	Tahun 2013
	Tahun 2014

	1.
	Ketersedian Sistem Administrasi Kependudukan
	Ada
	Ada

	2.
	Jumlah KTP diterbitkan
	7.845
	3.272

	3.
	Presentase Penduduk memiliki KTP terhadap jumlah penduduk wajib KTP
	80.03%
	87,95 %

	4.
	Jumlah Akte Kelahiran diterbitkan
	6.925
	6.638

	5.
	Jumlah akte nikah yang diterbitkan (non muslim)
	854
	1.119

	6.
	Rasio bayi ber akte kelahiran
	2.377/4.565
	2.389/4511



Selanjutnya pelayanan penunjang ketenagakerjaan terdiri dari Pelayanan Pelatihan Kerja, Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pelayanan Kepesertaan Jamsostek dan Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan. Kinerja Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan indikator besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama telah dapat melampaui target SPM dengan capaian 89 %, sedangkan sebagian besar kinerja yang lain telah menunjukkan pencapaian yang mendekati target SPM, kecuali indikator Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek Besaran pemeriksaan perusahaan’, dan  Besaran pengujian peralatan di perusahaan yang capainnya relatif rendah dibandingkan dengan target SPM. Selengkapnya Capaian kinerja pada masing-masing indikator tersebut disajikan pada tabel.

Tabel 12.
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja
	No
	Indikator Standar Pelayanan Minimal
	Target Nasional
	Capaian 2014

	
	
	Nilai
	Tahun
	

	1
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 
	75%
	2016
	73%

	2
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat 
	60%
	2016
	59%

	3
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan 
	60%
	2016
	59%

	4
	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
	70%
	2016
	60%

	5
	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
	50%
	2016
	89%

	6
	Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek
	50%
	2016
	28%

	7
	Besaran pemeriksaan perusahaan
	45%
	2016
	5%

	8
	Besaran pengujian peralatan di perusahaan 
	50%
	2016
	4%









Gambar 13.
Grafik Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja

















Pada layanan penunjang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sebagian indikator telah memenuhi target nasional. Sementara itu beberapa indikator yang belum terpenuhi yakni cakupan pasangan usia subur yang istrinya di bawah usia 20 tahun, cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) berKB, Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan  Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (87%) dan Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB)  1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan. 





Tabel 13.
Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan 
Keluarga Sejahtera Tahun 2014

	Indikator SPM
	Capaian 2014
	Target Nasional

	
	
	Nilai
	Tahun

	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%)
	74
	100
	2014

	 Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (65%)
	106
	100
	2014

	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) 5%
	100
	100
	2014

	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (70%)
	81
	100
	2014

	Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan  Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (87%)
	92
	100
	2014

	Ratio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/ PKB)  1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan
	36
	100
	2014

	 Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan
	100
	100
	2014

	Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun
	100
	100
	2014

	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun
	100
	100
	2014



Gambar 14.
Grafik Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan 
Keluarga Sejahtera Tahun 2014














Di layanan dasar komunikasi dan informatika, sebagian besar indikator layanan telah memenuh target nasional yang ditetapkan. Indikator yang telah terpenuhi adalah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui media massa: majalah, radio, dan televisi, media website (media online), media tradisional seperti pertunjukan rakyat, media luar ruang berupa buletin, leaflet, booklet, spanduk, baliho serta Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan. Yang belum tercapai  adalah diseminasi dan pendistribusian informasi melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya.

Tabel 14.
Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika
 Tahun 2014
	Indikator SPM
	Capaian 2014
	Target Nasional

	Desiminasi Informasi melalui Majalah, Radio, dan Televisi
	100
	100

	Desiminasi Informasi melalui Media website (media online)
	100
	100

	Desiminasi Informasi melalui Media tradisionil seperti pertunjukan rakyat;
	100
	100

	Desiminasi Informasi melalui Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya;
	0
	100

	Desiminasi Informasi melalui Buletin, Leaflet, Booklet, Brosur, Spanduk, Baliho
	100
	100

	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan
	100
	50

	
	
	

	
	
	






P








2.1.4. 	Aspek Daya Saing Daerah

			Sampai dengan tahun 2014, struktur ekonomi Kabupaten Lombok Utara masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 34,78 %, diikuti sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang kontribusinya sebesar 13,55 %, sektor konstruksi 8,44 %,  penyediaan akomodasi dan makan minum 7,09 %, administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial 6,91 %, jasa pendidikan 5,57 %, transportasi dan pergudangan 5,24 %, real estate 4,42 %, pertambangan dan penggalian 4,07 %, jasa keuangan dan asuransi 2,44 %, jasa lainnya 2,16 %, jasa kesehatan dan kegiatan sosial 1,65 %,  informasi dan komunikasi 1,85 %, industri pengolahan 1,35 %, serta beberapa sektor lainnya yang menyumbang kontribusi di bawah 1 %.
	
			Selama 3 (tiga) tahun terakhir, beberapa sektor menunjukkan tren penurunan kontribusi terhadap PDRD diantaranya sektor pertanian. Sementara beberapa sektor yang lain menunjukkan tren peningkatan kontribusi terhadap PDRB seperti sektor perdagangan besar dan eceran dan penyediaan akomodasi dan makan minum. Sementara itu sektor industri pengolahan belum mampu ditingkatkan kontribusinya.  

Tabel 15.
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lombok Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 
Tahun 2010-2014

	Kategori
	2010
	2011
	2012
	2013*
	2014**

	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
	38,37
	37,94
	37,28
	36,11
	34,78

	2. Pertambangan dan Penggalian 
	3,91
	3,71
	3,60
	3,64
	4,07

	3. Industri Pengolahan
	1,58
	1,52
	1,50
	1,46
	1,35

	4. Pengadaan Listrik dan Gas
	0,08
	0,07
	0,08
	0,07
	0,08

	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
	0,11
	0,12
	0,13
	0,13
	0,14

	6. Konstruksi
	8,58
	8,48
	8,36
	8,42
	8,44

	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
	12,67
	13,00
	13,32
	13,45
	13,55

	8. Transportasi dan Pergudangan 
	5,51
	5,40
	5,29
	5,24
	5,24

	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
	5,05
	5,41
	5,73
	6,32
	7,09

	10. Informasi dan Komunikasi 
	1,92
	1,92
	1,91
	1,92
	1,85

	11. Jasa Keuangan dan Asuransi
	2,42
	2,41
	2,47
	2,46
	2,44

	12. Real Estate
	4,10
	4,08
	4,22
	4,34
	4,42

	13. Jasa Perusahaan
	0,25
	0,24
	0,24
	0,25
	0,26

	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
	6,29
	6,52
	6,49
	6,60
	6,91

	15. Jasa Pendidikan
	5,33
	5,43
	5,61
	5,74
	5,57

	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
	1,63
	1,61
	1,63
	1,67
	1,65

	17. Jasa lainnya
	2,18
	2,13
	2,14
	2,18
	2,16

	PDRB 
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00


Sumber data : BPS Kabupaten Lombok Utara, 2014
*)	: Angka Sementara
**)	: Angka Sangat Sementara
	
Gambar 15.
Grafik Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lombok Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 
Tahun 2010-2014
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Menilik data kontribusi per sektor terhadap PDRB,  secara umum potensi unggulan daerah Kabupaten Lombok Utara bertumpu pada sektor pertanian dalam arti  luas;  sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; serta penyediaan akomodasi dan makan minum yang menggambarkan aktivitas pariwisata.  Pada sub sektor tanaman bahan makanan, komoditas tanaman padi sebagai tanaman pangan menjadi komoditas utama yang diusahakan oleh masyarakat. Pada sub sektor tanaman bahan makanan, komoditas tanaman padi sebagai tanaman pangan menjadi komoditas utama yang diusahakan oleh masyarakat. Selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 rata-rata produksi dan produksi padi baik padi sawah maupun padi ladang di Kabupaten Lombok Utara disajikan pada tabel.

Tabel 16. 
Luas Panen, Rata-rata Produksi dan Produksi Padi  Tahun 2011-2013

	No
	Tahun
	Luas Panen (Ha)
	Rata-rata Produksi (Kw/Ha)
	Produksi (Ton)

	1.
	Tahun 2011
	13.691
	56,94
	77.956

	2.
	Tahun 2012
	13.265
	51.36
	77.878

	2.
	Tahun 2013
	13.252
	56,59
	74.991


	Sumber data : Dinas Pertanian,Perkebunan,Kehutanan,Kelautan dan Perikanan KLU, 2014

	Selain padi, tanaman pangan yang paling banyak dibudidayakan dan diproduksi di Kabupaten Lombok Utara di Tahun 2013 adalah Jagung, Kacang Tanah dan Ubi Kayu. Jika dilihat dari masing-masing kecamatan, untuk komoditi jagung paling banyak dibudidayakan dan diproduksi di Kecamatan Bayan  yang mencapai luas panen 4.781 ha atau 77  % dari luas tanam keseluruhan  dengan produksi 29.909 ton atau 77 % total produksi jagung di Kabupaten Lombok Utara. Sementara itu total luas panen jagung di Kabupaten Lombok Utara pada Tahun 2013 mencapai 6.205 Ha dengan produksi mencapai 38.823 ton. Mengingat besarnya produksi jagung di Kecamatan Bayan, menjadi sangat penting untuk mengembangkan industri pengolahan jagung dalam skala mikro maupun kecil di wilayah ini sehingga masyarakat dapat memperoleh nilai tambah dari produksi komoditas yang menjadi potensi wilayahnya. 

Tabel 17. 
Luas Panen, Rata-rata Produksi dan Produksi Jagung Dirinci Per Kecamatan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2013

	No
	Kecamatan
	Luas Panen
(Ha)
	Rata-rata Produksi (Kw/Ha)
	Produksi (Ton)

	1
	Pemenang
	-
	-
	-

	2
	Tanjung
	53
	57,85
	306,61

	3
	Gangga 
	-
	-
	-

	4
	Kayangan
	1.371
	62,78
	8.607,14

	5
	Bayan
	4.781
	62,56
	29.909,94

	
	TOTAL
	6.205
	62,57
	38.823,69

	
	Tahun 2012
	6.444
	59,32
	40.137,32


Sumber data : Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan KLU, 2014

		Selain padi dan jagung, komoditas kacang tanah dibudidayakan di seluruh kecamatan namun paling banyak dipanen di Kecamatan Bayan (luas panen 3.506 Ha atau 46 % dari keseluruhan luas panen kabupaten) diikuti kecamatan Kayangan (luas panen 2.306 Ha atau 30 %), kecamatan Gangga (luas panen 858 Ha atau 11 %), Kecamatan Tanjung dengan luas panen 562 Ha atau 7 % dan terakhir Kecamatan Pemenang dengan luas panen hanya 310 Ha atau 4 % dari luas panen keseluruhan kabupaten. Sebanding dengan luas panen, jumlah produksi secara umum mengikuti luas wilayah panen dengan rata-rata produksi 18,43 Kw/Ha, namun produktivitas terbaik ditunjukkan di Kecamatan Tanjung dengan produksi rata-rata 21,12 Kw/Ha.

Tabel 18. 
Luas Panen, Rata-rata Produksi dan Produksi Kacang Tanah Dirinci Per Kecamatan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2013

	No
	Kecamatan
	Luas Panen
(Ha)
	Rata-rata Produksi (Kw/Ha)
	Produksi (Ton)

	1
	Pemenang
	310
	19,82
	614,42

	2
	Tanjung
	562
	21,12
	1.186,94

	3
	Gangga 
	858
	20,11
	1.725,44

	4
	Kayangan
	2.306
	18,35
	4.231,51

	5
	Bayan
	3.506
	17,51
	6.139,06

	
	TOTAL
	7.542
	18,43
	13.897,37

	
	Tahun 2012
	7.154
	18,42
	13.180,00


	Sumber data : Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan KLU, 2013

Sementara itu, sub sektor pertanian yang lain yaitu sub sektor perkebunan rakyat memegang peranan yang penting dan beberapa komiditinya menjadi produk unggulan daerah yaitu Kelapa, Kopi dan Kakao (PAPIKO).  Tanaman kelapa terdapat di sepanjang pesisir pantai sampai daerah perbukitan mencakup areal tanam seluas 10.844 Ha, tanaman kakao seluas 3.555 Ha dan tanaman kopi mencakup areal 1.303 Ha. Pada tahun 2013 produksi kelapa mencapai total 15.275 ton, kakao mencapai 1.124  ton dan kopi mencapai 770 ton. 

Tabel 19. 
Perkembangan Areal Tanaman Perkebunan Rakyat Tahun 2013

	
No
	
Jenis
 Komoditi
	Luas Areal (Ha)
	Produksi
(Ton)
	Rata-rata Produksi
Kg/Ha

	
	
	Belum Menghasil
Kan
	Mengha
Silkan
	Tua/
Rusak

	Jumlah

	
	

	1
	Kelapa
	1.069,56
	9.068,64
	706,42
	10.844,62
	15.275,45
	1.684,43

	2
	Kopi
	90,50
	985,85
	226,67
	1.303,02
	770,15
	781,20

	3
	Cengkeh
	482,82
	473,44
	468,84
	1.425,10
	140,67
	297,12

	4
	Jambu Mete
	1.484,85
	7.482,22
	4.889,63
	13.856,70
	2.727,21
	364,49

	5
	Kakao
	1.188,45
	1.817,25
	549,90
	3.555,60
	1.124,31
	618,69


	Sumber data : Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan KLU, 2014
		
		Potensi sub sektor pertanian lainnya di Kabupaten Lombok Utara adalah sub sektor peternakan yang beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dengan luas wilayah dan daya dukung sektor pertanian, sub sektor peternakan dapat dikembangkan secara optimal terutama pengembangan populasi dan produktivitas ternak besar yaitu Sapi sebagai dukungan terhadap program Bumi Sejuta Sapi yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi NTB. Beberapa tahun terakhir pengembangan ternak Sapi ini dilakukan secara komprehensif dengan produk sampingannya berupa pengolahan kotoran ternak sebagai sumber energi alternatif (biogas) dan pupuk organik.  Selanjutnya pengembangan sub sektor peternakan diarahkan pada pengelolaan dan tatalaksana secara modern dan terpadu sehingga dapat lebih meningkatkan pendapatan petani peternak.


Tabel 20.
Populasi Ternak Dirinci Per Kecamatan Tahun 2013

	No
	Kecamatan
	Jenis Ternak (Ekor)

	
	
	Kuda
	Sapi
	Kerbau
	Kambing
	Babi

	1
	Pemenang
	364
	10.717
	-
	1.748
	120

	2
	Tanjung
	234
	13.428
	8
	2.436
	4.496

	3
	Gangga 
	-
	12.418
	-
	4.140
	2.172

	4
	Kayangan
	11
	19.393
	25
	8.068
	1.026

	5
	Bayan
	14
	26.998
	382
	13.519
	741

	
	TOTAL
	623
	82.954
	415
	29.929
	8.555

	
	Tahun 2012
	612
	76.086
	435
	28.208
	8.089


	Sumber data : Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan KLU, 2014

	
		Selain sapi, ternak lain yang memiliki potensi cukup besar untuk dikembangkan adalah ternak kecil yaitu ternak kambing terutama di wilayah timur yaitu di Kecamatan Bayan dan Kayangan mengingat kondisi wilayahnya yang sesuai (lahan kering). Pengembangan ternak ruminansia ini harus diikuti dengan pengembangan faktor-faktor produksi yang lain terutama pakan hijauan makanan ternak. Untuk ternak unggas, pengembangan ayam buras sangat potensial dengan populasi pada tahun 2013 dilaporkan mencapai 130.150 ekor, namun demikian pengelolaan dan budidaya unggas harus mendapat perhatian lebih dalam hal sanitasi maupun pertahanan terhadap penyakit untuk mengantisipasi terjadinya wabah penyakit pada unggas yang juga berbahaya bagi manusia diantaranya penyakit flu burung. Secara ekonomi, ternak kambing dan ayam buras dapat menjadi sumber penghasilan yang dapat dinikmati oleh petani/peternak dalam jangka pendek sedangkan ternak besar seperti sapi merupakan investasi yang dinikmati peternak dalam jangka  panjang. Disisi lain ternak unggas dan produk turunannya seperti telur dapat berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan gizi keluarga. 





Tabel 21.
Populasi Ternak Dirinci Per Kecamatan Tahun 2013 (Lanjutan)

	No
	Kecamatan
	Jenis Ternak (Ekor)

	
	
	Ayam Buras
	Ayam Ras
	Itik
	Merpati
	Kelinci

	1
	Pemenang
	13.308
	-
	449
	2.561
	-

	2
	Tanjung
	35.145
	-
	901
	10.441
	10

	3
	Gangga 
	26.648
	250
	437
	1.407
	11

	4
	Kayangan
	41.975
	8.436
	3.751
	7.079
	145

	5
	Bayan
	13.074
	1.900
	1.359
	375
	-

	
	TOTAL
	130.150
	10.586
	6.897
	21.863
	166

	
	Tahun 2012
	126.562
	0
	6.503
	19.944
	156


	Sumber data : Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan KLU, 2014

	
	Mengingat sepanjang wilayah Kabupaten Lombok Utara merupakan pesisir pantai, sub sektor perikanan juga potensial untuk dikembangkan terutama perikanan laut baik tangkap maupun budidaya, demikian juga perikanan darat potensial  untuk berkembang dengan melimpahnya ketersediaan air dibeberapa wilayah yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Pada tahun 2013, ikan yang paling banyak ditangkap di perairan laut Kabupaten Lombok Utara adalah Ikan Tongkol dengan jumlah 1.490,7 ton.

Tabel 22.
Produksi Perikanan Laut Dirinci Per Jenis Ikan Tahun 2013

	No.
	Jenis Ikan
	Produksi (Ton)

	1
	Belaso
	101,1

	2
	Kurisi
	430,3

	3
	Layang
	1.490,7

	4
	Selar 
	903,9

	5
	Kuwe
	14

	6
	Teri
	149,9

	7
	Tembang
	101,1

	8
	Lemuru
	312,4

	9
	Kembung
	327,1

	10
	Tenggiri
	157,4

	11
	Layur
	425,3

	12
	Cumi-cumi
	19,2

	13
	Kuniran
	430,3


	Sumber data : Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan KLU, 2014
	Selain sektor pertanian, potensi unggulan Kabupaten Lombok Utara adalah keindahan panorama alam dan kekhasan budaya yang menjadi obyek pariwisata.  Keindahan alam Kabupaten Lombok Utara utamanya berada di kawasan pulau-pulau kecil (3 Gili)  yaitu Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan. Pulau-pulau ini selain terkenal dengan keindahan pantai juga  memiliki keindahan taman bawah laut yang menjadi tujuan utama  wisatawan. Selain wisata pantai dan bahari, wilayah pegunungan yang menyusur sepanjang bagian tengah wilayah Kabupaten Lombok Utara juga menjadi daya tarik tersendiri dengan alam khas pegunungan yang sejuk terutama kawasan wisata Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) yang menjadi jalur pendakian pencinta gunung baik domestik maupun asing. Wilayah pegunungan ini juga dilengkapi dengan air terjun antara lain  air terjun Tiu Pupus di kecamatan Gangga, air terjun Teja di Kecamatan Kayangan, air terjun Sendang Gila dan Kelep di Kecamatan Bayan. Disisi lain wisata budaya dengan nilai-nilai budaya yang terjaga kearifannya sampai saat ini dapat dijumpai di Desa Tradisional Senaru dan Segenter serta Bangunan Masjid Kuno Bayan Beleq di Kecamatan Bayan. 

Tabel 23.
Obyek Pariwisata Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2013

	No
	Kecamatan
	Nama Obyek Wisata
	Jenis Obyek Wisata

	1
	Pemenang
	a. Gili Tramena (Trawangan,Meno dan Air.
b. Goa Jepang Gili Trawangan
	· Alam Pantai

· Alam/sejarah

	
	
	Jumlah 2 lokasi
	

	2
	Tanjung
	a. Pantai Sire
b. Arung Jeram Tengak Pekatan
	· Alam Pantai
· Minat Khusus

	
	
	Jumlah 2 Lokasi
	

	3
	Gangga
	a. Pantai Kerakas
b. Selelos
c. Air Terjun Kerta Raharja
d. Air Terjun Tiu Pupus
e. Pantai Lempenge
	· Alam pantai
· Budaya
· Alam pegunungan
· Alam pegunungan
· Alam pantai

	
	
	Jumlah 5 Lokasi
	

	4
	Kayangan
	a. Air Terjun Teja
b. Masjid Kuno sesait
	· Alam Pegunungan
· Budaya

	
	
	Jumlah 2 Lokasi
	

	5
	Bayan
	a. Air Terjun Sindang Gila
b. Air Terjun Kelep
c. Air Terjun Torean
d. Masjid Kuno Bayan Beleq
e. Desa Tradisional Senaru
f. Desa Tradisional Segenter
g. T.N.Gunung Rinjani
h. Pantai Tanjung Menangis
i. Padang Golf
j. Dam Keru
	· Alam pegunungan
· Alam Pegunungan
· Alam pegunungan
· Budaya
· Budaya
· Budaya
· Alam pegunungan
· Alam pantai
· Minat khusus
· Budaya buatan

	
	
	Jumlah 10 Lokasi
	

	
	Total
	21 Lokasi Obyek Wisata
	


	Sumber data : Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika,  2014

Kunjungan wisatawan di Kabupaten Lombok Utara selama 3 tahun terakhir terus meningkat, pada tahun 2013 tercatat kunjungan wisatawan asing dan domestik mencapai 485.870  orang lebih. Perkembangan sektor pariwisata yang sangat menggembirakan ini tentunya menjadi potensi bagi pengembangan sektor lain karena Pertumbuhan sektor pariwisata memiliki efek yang kompleks terhadap pertumbuhan berbagai sektor lainnya sebagai daya ungkit bagi kemajuan disektor pariwisata itu sendiri, serta menjadi salah satu unggulan bagi peningkatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat karena kegiatan pariwisata mencakup banyak sektor ekonomi seperti perdagangan, hotel, dan restoran, transportasi, komunikasi dan perhubungan.  Disisi lain perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Lombok Utara yang pada saat ini masih didominasi oleh kunjungan ke Tiga Gili menjadi peluang untuk berkembangnya wilayah-wilayah lain yang juga memiliki potensi wisata baik potensi wisata alam maupun budaya. Pengembangan pariwisata tentunya harus diarahkan bagi pengembangan ekonomi masyarakat mulai dari tingkat bawah dan bukan hanya bermanfaat bagi pemilik modal. Dengan berkembangnya pariwisata, sektor lain seperti sektor pertanian harus dapat menangkap peluang besarnya kebutuhan akan konsumsi tanaman pangan, ikan, hortikultura dan lain-lain. Dengan demikian produksi dan komoditas pertanian di wilayah Kabupaten Lombok Utara harus selaras dengan kebutuhan sektor pariwisata sehingga perkembangan pariwisata juga memberikan manfaat nilai tambah bagi petani.  
 
Tabel 24.
Jumlah Kunjungan Wisatawan Menurut Kecamatan  Tahun 2011-2013 

	No
	Tahun
	Wisatawan Domestik
	Wisatawan Asing
	Jumlah

	1.
	Tahun 2011
	31.511
	306.135
	337.646

	2.
	Tahun 2012
	43.165
	383.804
	426.969

	3.
	Tahun 2013
	52.663
	433.207
	485.870


Sumber Data : Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika KLU, 2014


Gambar 16.
Grafik Kunjungan Wisatawan Tahun 2011-2013
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2.2.	EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

		Evaluasi pelaksanaan program dan dan kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD sampai dengan tahun 2014 dan diuraikan sebagai berikut :

2.2.1.	Realisasi RPJMD

		Realisasi RPJMD pada Tahun Anggaran 2014 yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 diukur dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Beberapa tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran tersebut menunjukkan hasil yang signifikan diantaranya penurunan angka kemiskinan dan peningkatan indeks pembangunan manusia.  Jika pada tahun 2010 angka kemiskinan Kabupaten Lombok Utara mencapai 43,14 %, maka tahun 2013 berhasil diturunkan menjadi 34,63 % atau 8,5 % selama 3 tahun, artinya rata-rata per tahun mencapai 2,8 %, lebih dari yang ditargetkan sebesar 2,5 % per tahun. Sementara itu indeks pembangunan manusia menunjukkan pertumbuhan/shortfall yang terbaik di Provinsi NTB. IPM yang berada di angka  58,19  ditahun 2012 dapat ditingkatkan menjadi 60,17 di tahun 2014 (perhitungan IPM metode baru).
	
		Berdasarkan hasil evaluasi, dari 28 (dua puluh delapan) sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, 16 (enam belas) sasaran dapat mencapai atau melebihi target untuk setiap indikator kinerja utamanya, sementara 12 (dua belas) sasaran walaupun menunjukkan pencapaian sesuai target pada beberapa indikator utama namun pada 1 (satu) atau lebih indikator utama yang lain belum dapat mencapai target yang ditentukan. Sasaran yang belum tercapai targetnya yaitu terwujudnya masyarakat sehat; terwujudnya masyarakat berwawasan IPTEK; Terwujudnya ketahanan dan kemandirian pangan; terwujudnya masyarakat sadar wisata; terwujudnya tenaga kerja yang trampil dan produktif; terwujudnya sistem pelayanan publik yang transparan berkepastian hukum dan tepat waktu; terwujudnya lingkungan lestari; terwujudnya tata laksana penyelenggaraan pemerintahan yang baik; terwujudnya masyarakat sadar berpolitik; dan terwujudnya sistem administrasi kependudukan yang berkelanjutan. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 25.
Realisasi Pencapaian Sasaran RPJMD 2011-2015 di Tahun 2014

	Sasaran
	Indikator Kinerja
	Target 
	Realisasi
	% 

	Terwujudnya Masyarakat Sejahtera
	1. Penurunan Angka Kemiskinan
2. Pertumbuhan ekonomi
3. PDRB per kapita
	2,5  %
5,97 %
Rp. 8.881.044
	2,8 % (*)
4,8 %
-
	112 %
81,3 %
-

	Terwujudnya Masyarakat Religius
	1. Jumlah Konflik SARA
2. Peringatan Hari Besar Keagamaan
3. Jumlah tempat ibadah dalam kondisi baik
	Tidak Ada/0
100 %

100 %
	Tidak Ada/0
100 %

100 %
	100 %
100 %

100 %

	Terwujudnya Masyarakat Berbudaya dan Beretika
	1. Jumlah Penyalahgunaan Narkoba
2. Jumlah even-even budaya 
	Tidak ada/0

9  kali
	Tidak ada/0

9 Jenis
	100 %

100 %


	Terwujudnya Masyarakat Sehat
	1. Usia Harapan Hidup (UHH)
2. Angka Kematian Bayi (AKB)
3. Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)
4. Prevalensi Gizi Buruk
	65,18 Thn
4,88 / 1000 KH
89,33/
100.000
1,35 %
	61,7 Thn (*)
7,9/1000 KH
133/100.000

0,15 %
	94,6  %
61,7 %
67,16 %

900 %

	Terwujudnya Masyarakat Cerdas dan Trampil
	1. Angka Partisipasi Kasar
a. SD/MI/Paket A
b. SMP/MTs/Paket B
c. SMA/SMK/MA/Paket C
2. Angka Partisipasi Murni
a. SD/MI/Paket A
b. SMP/MTs/Paket B
c. SMA/SMK/MA/Paket C
	
102,87
98,88
79,85

99,32
92,26
71,52
	
110,12
108,43
79,29

94,48
91,15
74,66
	
107,05
109,66
99,30

95,13
98,80
104,39

	Terwujudnya Masyarakat Berwawasan IPTEK
	
Jumlah penemuan teknologi tepat guna
	
2
	
0
	
0 %

	Terwujudnya Kesetaraan Gender
	Angka Partisipasi Kasar Perempuan 
SD/MI/Paket A
SMP/MTs/Paket B
SMA/SMK/MA/Paket C
	
102,87
98,88
79,85
	
106.69
101.99
80.74
	
103,71
104,31
108,08

	Terwujudnya Struktur APBD yang Proporsional
	1. Rasio Belanja Langsung terhadap Belanja Tidak Langsung
2. Jumlah PAD
	
55 : 45

55,9 Milyar
	
57 : 43

72,9 Milyar
	
103 %

130 %

	Terwujudnya Usaha Pengolahan Berbasis Pertanian
	Jumlah industri pengolahan berbasis pertanian
	
842 
	
959
	
114 %

	Terwujudnya Iklim Usaha yang Kondusif

	1. Beroperasinya pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang terkomputerisasi
2. Dokumen Standar Pelayanan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
3. Tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan perizinan
	100 %



1 Dok

90 %
	100 %



1 Dok

95 %
	100 %



100 %

105 %

	Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Pangan
	1. Produksi padi
2. Produktivitas padi
3. Produksi jagung
	70.000 ton
6  ton/ha
38.000 ton
	73.440 ton
5,4  ton/ha
37.070 ton
	105 %
90 %
97,5 %

	Terwujudnya Masyarakat Sadar Wisata
	1. Jumlah Kunjungan Wisatawan
2. Jumlah kelompok sadar wisata
	554.955
23
	503.341
23

	90,7 %
100 %

	Terwujudnya Tenaga Kerja yang Trampil dan Produktif

	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 
	75%
	73%
	97%

	
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat 
	60%
	59%
	98%

	
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan 
	60%
	59%
	98%

	Terwujudnya Kawasan Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil yang Terpadu dan Berkelanjutan
	1. Jumlah kasus kerusakan lingkungan kawasan pesisir tertangani

	100 %




	100 %
	100 %

	Terwujudnya Sistem Pelayanan Publik yang Transparan Berkepastian Hukum dan Tepat Waktu
	1. SOP SKPD
2. Rata-rata Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik dasar
	25 Dok

90 %


	5

88 %
	20 %

97 %

	Terwujudnya Infrastruktur yang Memadai

	Tingkat kemantapan jalan kabupaten
Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada
	  76,54 %


70 %
	86,12 %


75 %
	112,5 %


107,1 %

	Terwujudnya tata ruang yang serasi, selaras dan produktif

	1. Dokumen teknis Perda RDTRK Kecamatan
2. Prosentase kasus pelanggaran tata ruang tahun 2014 tertangani
	5 Dok

100 %
	5 Dok

100 %
	100 %

100 %

	Terwujudnya Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Sehat 

	1. Jumlah rumah tidak layak huni direhabilitasi
2. Persentase rumah dengan jamban sendiri dan bertangki septik
	
2.262 unit


69,61 %
	
2.262 unit


34,4 %
	
100 %


49  %

	Tersedianya sistem transportasi yang terpadu

	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota
	75%
	83.00%
	110

	
	Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.
	60%
	142.86%
	236

	
	Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.
	100%
	5.00%
	5

	
	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.
	40%
	66.67%
	166

	
	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.
	60%
	15.46%
	25

	
	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) pada jalan Kabupaten/Kota.
	60%
	24.12%
	40

	
	Tersedianya fasilitas penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.
	60%
	6.80%
	11

	
	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.
	60%
	100.00%
	166

	
	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.
	50%
	0.00%
	0

	
	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
	100%
	100.00%
	100

	
	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.
	40%
	100.00%
	250

	
	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum
	100%
	0.00%
	0

	
	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.
	100%
	81.00%
	81

	
	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.
	90%
	100.00%
	111

	
	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.
	100%
	100.00%
	100

	
	Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.
	60%
	100.00%
	166

	
	Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota.
	100%
	100.00%
	100

	
	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT
	50 %
	33.33%
	66

	Terpenuhinya kebutuhan air baku yang memadai
	Persentase rumah tangga berakses air minum bersih

	
67,33 %
	
79,37 %
	
118 %

	Terpenuhinya kebutuhan energi yang memadai
	Persentase rumah tangga menggunakan listrik
	68,33 %
	92,38 %
	135 %

	Terwujudnya Lingkungan Lestari

	1. Persentase penanganan sampah
2. Jumlah TPA
3. Jumlah TPS
	60 %

1
15
	15 %

0
15
	25 %

0 %
100 %

	Terwujudnya aparatur yang bersih dan profesional
	1. Persentase penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS 
2. Kasus KKN PNS
	100 %

0 
	100 %

0
	100 %

100 %

	Terwujudnya Tata Laksana Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik

	1. Jumlah Perda ditetapkan
2. Penyampaian Laporan (LPPD, LKPJ, LAKIP dan LKPD) Tepat Waktu
3. Penetapan APBD 2013Tepat Waktu
4. Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang
5. Penetapan dokumen perencanaan tepat waktu
	15

100 %

100 %

90 %

100 %

	13

100 %

100 %

90 %

100 %

	86 %

100  %

100 %

100 %

100 %

	Terwujudnya masyarakat taat dan sadar hukum
	1. Angka Kriminalitas
2. Jumlah Kasus Pelanggaran HAM
	83
0

	40
0
	207 %
100 %

	Terwujudnya daerah yang aman dan tertib
	1. Jumlah Konflik
2. Jumlah Unjuk Rasa Anarkis
3. Persentase penanganan kejadian bencana 
	0 kasus
0 kasus
100 %

	0 kasus
0 kasus
100 %

	100 %
100 %
100 %

	Terwujudnya masyarakat sadar berpolitik
	Angka partisipasi penduduk dalam pemilu legislatif
Angka partisipas penduduk dalam pemilu presiden
	93 %

93 %
	79,01 %

75,36 %
	84,9 %

81 %

	Terwujudnya sistem adminis-trasi kependu-dukan yang berkelanjutan
	1. Ketersediaan sistem administrasi kependudukan secara elektronik
2. Cakupan penerbitan KTP
3. Cakupan bayi ber akte kelahiran
	Ada

100 %
100 %
	Ada

87 %
51 %
	100 %

87 %
51 %





2.2.2.	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD pada Masing-Masing Urusan

a. Urusan Pendidikan
Pelaksanaan program kegiatan pada urusan pendidikan bertujuan untuk mencapai salah satu sasaran RPJMD 2011-2015 yakni terwujudnya masyarakat cerdas dan trampil. Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pendidikan ditunjukkan dengan indikator partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah. Indikator  partisipasi sekolah digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran RPJMD yakni masyarakat cerdas dan trampil.  

Pelaksanaan program kegiatan pada urusan pendidikan ditahun 2014 pada beberapa indikator kinerja utama/kunci telah dapat melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD di tahun 2014. Capaian kinerja urusan pendidikan di jenjang pendidikan sekolah dasar (SD/MI/Sederajat) pada indikator angka partisipasi kasar dapat mencapai 110,12 %, lebih dari target  RPJMD yang besarnya 102,7 %. Angka partipasi yang lebih dari 100 % dimungkinkan karena terdapat siswa yang berusia dibawah 7 tahun atau diatas 12 tahun yang bersekolah di sekolah dasar.  

Sementara itu pada jenjang sekolah menengah pertama, pencapaian angka partisipasi kasar mencapai 102,5 %, lebih dari target RPJMD di tahun 2014 yang besarnya 98,8 %. Selanjutnya pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/Sederajat capaian kinerja juga dapat setara dengan target RPJMD di tahun 2014, dimana APK SMA/SMK/MA/Sederajat tahun 2014 mencapai 79,29 %, sementara target RPJMD mencapai 79,85  %.

Gambar 17.
Grafik Angka Partisipasi Kasar pada Jenjang Pendidikan 
SD/ MI/ Paket A Tahun 2013-2014










Gambar 18.
Grafik Angka Partisipasi Kasar pada Jenjang Pendidikan 
SMP/MTs/Paket B Tahun 2013-2014








Gambar  23.
Grafik Angka Partisipasi Kasar pada Jenjang Pendidikan 
SMA/MA/Paket C Tahun 2013-2014



Gambar 19.
Grafik Angka Partisipasi Kasar pada Jenjang Pendidikan 
SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2013-2014
















. Gambar 20.
Grafik Jumlah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2013-2014


Aspek mutu pendidikan dapat digambarkan dengan indikator kinerja prosentase kelulusan ujian nasional dan nilai rata-rata UN. Pada tahun 2014 prosentase kelulusan Ujian Nasional jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) mencapai 100% sedangkan pada jenjang pendidikan menengah atas belum dapat mencapai 100 % atau baru mencapai 98,06 %. 

Gambar 21.
Grafik Prosentase Kelulusan Tahun 2013-2014
		
Selengkapnya pencapaian  beberapa indikator kinerja utama untuk urusan pendidikan pada tahun 2013-2014 tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 26.
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Urusan Wajib Pendidikan
	No.
	Indikator Kinerja
	Tahun 2013
	Tahun 2014

	1
	Jumlah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
	184
	177

	2
	APK SD/MI/Paket A
	109,90
	110,12

	3
	APK SMP/MTs/Paket B
	102,59
	108,43

	4
	APK SMA/SMK/MA/Paket C
	75,87
	79,29

	5
	APM SD/MI/Paket A
	93,40
	94,48

	6
	APM SMP/MTs/Paket B
	90,32
	91,15

	7
	APM SMA/SMK/MA/Paket C
	73,64
	74,66

	8
	Prosentase Kelulusan SD/MI
	100
	100

	9
	Prosentase Kelulusan SMP/MTs
	100
	100

	10
	Prosentase Kelulusan SMA/MA
	99,51
	98,06

	11
	Jumlah SD
	148
	148

	12
	Jumlah SMP
	23
	38

	13
	Jumlah SMA
	7
	7

	14
	Jumlah SMK
	5
	5



b. Urusan Kesehatan
Pelaksanan program dan kegiatan urusan kesehatan bertujuan untuk mencapai sasaran RPJMD yakni terwujudnya masyarakat sehat. 
Beberapa capaian kinerja urusan kesehatan menunjukkan perbaikan seperti angka kematian bayi serta kasus gizi buruk yang dapat diturunkan. Jika pada tahun 2013 terdapat 55 kasus kematian bayi atau 11,5/1.000, maka pada tahun 2014 dapat diturunkan menjadi 40 kasus atau 7,9/1.000.  Penyebab terbesar kasus kematian bayi dikarenakan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 16 kasus. BBLR umumnya terjadi karena proses akhir dari kekurangan gizi selama kehamilan. Data lain dari penyebab kematian bayi adalah yang berhubungan dengan tingkat ekonomi keluarga. Jika ditinjau dari kejadian per wilayah kecamatan, kematian bayi tahun 2014 tercatat paling banyak terjadi di wilayah Kecamatan Gangga sebanyak 12 kasus diikuti Kecamatan Bayan sebanyak 8 kasus. 
Meskipun angka kematian bayi di tahun 2014 dapat diturunkan dari kondisi tahun 2013, namun capaian ini belum berhasil mencapai target kinerja pada RPJMD yakni 4,4 per 1.000 kelahiran hidup.

Tabel 27. 
Penyebab Kematian Neonatus per Kecamatan Tahun 2014
	
Kecamatan
	Penyebab Kematian Neonatus
	
Jumlah

	
	Tetanus
	BBLR
	Asfiksia
	Cacat Bawaan
	Infeksi SSP
	Kasus Lain
	

	Bayan
	-
	4
	2
	1
	-
	1
	8

	Kayangan
	-
	3
	2
	-
	-
	1
	6

	Gangga
	-
	6
	5
	-
	-
	1
	12

	Tanjung
	-
	2
	-
	1
	-
	-
	3

	Pemenang
	-
	1
	3
	-
	-
	1
	5

	TOTAL
	-
	16
	12
	2
	-
	4
	34



Gambar 22.
Grafik Angka Kematian Bayi (/1000 KH) Tahun 2013 - 2014












Sementara itu untuk kasus kematian ibu, capaian kasus kematian ibu nol pada tahun 2012 belum dapat dipertahankan di tahun 2014 dengan terjadinya 6 kasus kematian ibu. Fluktuasi kasus kematian ibu ini menunjukkan bahwa sistem pencegahan dan perawatan kesehatan ibu dan anak belum terbangun secara optimal, hal ini ditunjukkan dengan data bahwa sebanyak 20 % ibu hamil mengalami kurang energi kronis (KEK).  Sistem pencegahan bukan hanya tanggung jawab satu SKPD namun harus menjadi tanggung jawab dan kolaborasi banyak pihak. Pencegahan kasus kematian ibu dapat dimulai dari peningkatan pengetahuan remaja/pelajar tentang sistem reproduksi, pencegahan pernikahan dini, peningkatan pengetahuan ibu tentang kebutuhan gizi selama kehamilan dan lain-lain. Peran pemerintah desa maupun tokoh adat dalam membangun kearifan lokal untuk pencegahan kematian ibu ini juga sangat penting mengingat kekhasan masyarakat Lombok Utara yang kental dengan nuansa adat dan budaya, terbukti beberapa praktek baik yang diterapkan telah berhasil menurunkan kematian ibu dan bayi. Pemberdayaan masyarakat dengan kearifan lokal ini menjadi sangat strategis mengingat keterbatasan sumberdaya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menangani  berbagai permasalahan pembangunan daerah. Praktek baik penguatan kearifan lokal ini harus menjadi salah satu strategi pembangunan daerah sehingga  dapat direplikasi di semua wilayahn, dengan demikian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai dengan lebih cepat.










Gambar 23.
Grafik Angka Kematian Ibu (/100.000 KH) Tahun 2013 – 2014











Untuk kasus gizi buruk, pada tahun 2014 terdapat 27 kasus atau prevalensinya 0,15 %, dapat diturunkan dari kondisi tahun 2013 yang jumlahnya 36 kasus. Capain untuk penurunan prevalensi gizi buruk ini telah dapat melampaui target RPJMD di tahun 2014 yang besarnya 1,35 %. Meskipun gizi buruk dapat ditekan, kasus gizi kurang menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan kondisi tahun 2013. Jika pada tahun 2013 terdapat 397 kasus gizi kurang, kondisi ini meningkat menjadi 587 kasus di tahun 2014. Sejalan dengan kasus kematian ibu, penanganan gizi kurang maupun gizi buruk harus menjadi tanggung jawab banyak pihak dengan mengutamakan upaya pencegahan dimulai dari peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga dalam pengasuhan, pemanfaatan pekarangan untuk sumber gizi keluarga, penanggulangan kemiskinan dan lain-lain. 





Gambar 24.
Grafik Prevalensi Gizi Buruk (%) Tahun 2013 – 2014












c. 	Urusan Pekerjaan Umum
Dari hasil pelaksanaan urusan pekerjaan umum, pada tahun 2014 kondisi infrastruktur terutama infrastruktur jalan kabupaten menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dari 209,07 km jalan kabupaten, 139,89 km dalam kondisi baik, 40,17 km dalam kondisi sedang, 15,59 km dalam kondisi rusak dan 13,42 km dengan kondisi rusak berat.  Dilihat dari lapisan permukaannya, jalan kabupaten tersebut terdiri dari 185 km jalan aspal dimana 139,89 km diantaranya dalam kondisi baik, 40,17 km kondisi sedang,  an 5,04 km dalam kondisi rusak. Permukaan kerikil dan batu sudah tidak ditemui pada jalan kabupaten di tahun 2014. Permukaan tanah pada jalan kabupaten masih dijumpai sepanjang 23,97 km dengan kondisi 10,55 km rusak dan 13,42 km rusak berat.

Permukaan jalan aspal dengan kondisi baik dan sedang dikategorikan dalam kondisi mantap, sehingga 180 km jalan kabupaten berada dalam kondisi mantap atau 86,12 %. Jalan rusak dengan permukaan aspal dan tanah sepanjang 15,59 km atau 7,4 % masuk dalam kategori tidak mantap dan jalan rusak berat sepanjang 13,42 km atau 6,4 % termasuk kategori kritis.
Kemantapan jalan kabupaten sebesar 86,12 % ini telah melampaui target RPJMD di tahun 2014 yakni 76,54 %, bahkan melampaui target kinerja tahun terakhir RPJMD (tahun 2015) yang besanya  85 %. Pada akhir tahun 2015 yang merupakan tahun terakhir RPJMD, diproyeksikan kemantapan jalan kabupaten telah mencapai 90 %.

Tabel 28.
Data Jalan Kabupaten Menurut Type Permukaan dan Kondisi 
s/d Akhir Tahun 2014
	Type Permukaan
	Kondisi (Km)
	Jumlah (Km)

	
	Baik
	Sedang
	Rusak
	Rusak Berat
	

	Aspal
	139.89
	40.17
	5.04
	-
	185.10

	Kerikil
	-
	-
	-
	-
	-

	Batu
	-
	-
	-
	-
	-

	Tanah
	-
	-
	10.55
	13.42
	23.97

	Total
	139.89
	40.17
	15.59
	13.42
	209.07





Tabel 29.
Data Jalan Kabupaten Menurut Kemantapan Jalan Tahun 2013-2014

	Tahun
	Kondisi (%)

	
	Mantap
	Tidak Mantap
	Kritis

	Tahun 2013
	80,77
	3,84
	15,39

	Tahun 2014
	86,12
	7,46
	6,42








Gambar 25.
Grafik Kondisi Jalan Kabupaten s/d Akhir Tahun 2014 (Km)









Gambar 26.
Grafik Persentase Kemantapan Jalan Tahun 2013-2014









	Selain jalan, pelaksanaan program dan kegiatan urusan pekerjaan umum juga mencakup bidang pengairan. Capain kinerja program dan kegiatan pengairan di tahun 2014 telah dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimal pada indikator kinerja tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada. Indikator ini dirumuskan dengan jumlah ketersediaan air irigasi (lt/det) pada setiap musim tanam dibagi jumlah kebutuhan air irigasi (lt/det) berdasarkan rencana tata tanam. Capaian kiinerja indikator ini di Tahun 2014 mencapai 75 %, melampaui  target nasional tahun 2014 yang besarnya 70 %.

Gambar 26.
Grafik Persentase Ketersediaan Air Irigasi Untuk Pertanian RakyatKemantapan Jalan Tahun 2013-2014













	Selanjutnya untuk pelayanan air minum, capaian kinerjanya diukur dengan indikator tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari. Capaian pada indikator ini di Tahun 2014 telah mencapai 64,9 dengan kategori Baik. Meskipun telah termasuk dalam kategori baik, penyediaan air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum (SPAM) ini harus terus ditingkatkan, mengingat 35 % persen penduduk belum dapat mengakses air minum yang aman.
	Sementara itu berdasarkan survey sosial ekonomi nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS, data terakhir di tahun 2013 menunjukkan bahwa 79,37 % rumah tangga telah mengakses air minum bersih, dengan rincian 87,32 % rumah tangga di perkotaan dan 77,90 % rumah tangga di pedesaan. Kondisi ini meningkat dibandingkan dengan kondisi tahun 2012 dimana rumah tangga yang mengakses air minum bersih jumlahnya 77,25 % (75,95 % di perkotaan dan 77,53 % di pedesaan).  Capain ini telah melampaui target RPJMD yang besarnya 62 % ditahun 2012 dan 64,67 % di tahun 2013. Capaian di tahun 2013 yang besarnya 79,37 % juga telah melampaui target RPJMD di tahun 2014 yang besarnya 67,33 %.

Gambar 27.
Grafik Persentase Rumah Tangga Dengan Air Minum Bersih 
Tahun 2012-2013













d. Urusan Perumahan Rakyat
	Capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan urusan perumahan rakyat ditunjukkan dengan indikator kualitas perumahan. Kualitas perumahan dirincikan dengan tiga  indikator utama yakni lantai bukan tanah, dinding permanen dan atap yang layak.

Dari data terakhir Susenas  yang dilakukan BPS di tahun 2013, kualitas perumahan di Kabupaten Lombok Utara digambarkan dengan data  sebesar 81,43 % rumah berlantai bukan tanah, 88,03 % rumah beratap layak dan 85,71 % rumah berdinding permanen. Capaian ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2012  dimana rumah yang berlantai bukan tanah besarnya 81,27 %,  rumah beratap layak 84,93 % dan rumah berdinding permanen 84,93 %. 
Kondisi di tahun 2013 menunjukkan bahwa 18,57 % rumah masih berlantai tanah, 12 % rumah masih menggunakan atap yang tidak layak dan 14,29 % rumah berdinding tidak permanen.

Gambar 28.
Grafik Indikator Kualitas Perumahan Tahun 2012-2013












			Selain melalui pelaksanaan urusan perumahan rakyat, penanganan masalah perumahan masyarakat terutama rumah tidak layak huni juga dialokasikan melalaui urusan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Utara. Melalui urusan sosial dialokasikan sebesar 10 milyar rupiah untuk rehabilitasi 1.000 unit rumah tidak layak huni (Rp.10.000.000 untuk masing-masing unit rumah). Sementara itu  melalui sumberdana APBN di Kementrian Perumahan Rakyat dengan Program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) juga diperoleh alokasi anggaran yang langsung disalurkan ke rekening masyarakat sebesar 9,46 milyar rupiah untuk 1.262 unit rumah (Rp. 7.500.000 per unit rumah). 


Tabel 30.
Sebaran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)  di Kecamatan Bayan Sumber Dana Kementrian Perumahan Rakyat/APBN Tahun 2014

	No.
	Desa
	Jumlah (Unit)

	1.
	Mumbul Sari
	398

	2.
	Bayan
	327

	3.
	Loloan
	537

	
	TOTAL
	1.262




Tabel 31.
Sebaran Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Sumber Dana  APBD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2014

	No.
	Kecamatan
	Desa
	Jumlah (Unit)

	1.
	Pemenang
	Pemenang Timur
	50

	
	
	Pemenang Barat
	40

	
	
	Jumlah
	90

	2.
	Tanjung
	Sigar Penjalin
	60

	
	
	Jenggala
	70

	
	
	Tegal Maja
	60

	
	
	Tanjung
	60

	
	
	Medana
	68

	
	
	Jumlah
	318

	3.
	Gangga
	Sambik Bangkol
	100

	
	
	Rempek
	60

	
	
	Bentek
	51

	
	
	Genggelang
	61

	
	
	Gondang
	70

	
	
	Jumlah
	342

	4.
	Kayangan
	Salut
	50

	
	
	Sesait
	50

	
	
	Dangiang
	50

	
	
	Pendua
	50

	
	
	Gumantar
	50

	
	
	Jumlah
	250

	
	TOTAL
	1.000



			
			Visualisasi hasil-hasil pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni ditampilkan melalui gambar-gambar berikut.
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d.	Urusan Penataan Ruang
Capaian kinerja  pelaksanaan program kegiatan penataan ruang ditunjukkan dengan tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rinciannya melalui peta analog.  Sementara itu pelibatan masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dilakukan dengan penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR. Sampai dengan tahun 2014 Kabupaten Lombok Utara telah menyusun dokumen rancangan Rencana Detail Tata Ruang Kota Kecamatan.

f.	Urusan Perencanaan Pembangunan
Dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan perencanaan pembangunan, diperoleh hasil tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah, namun hasil ini belum sepenuhnya diikuti dengan dokumen perencanaan pada tingkat pelaksana atau SKPD, untuk itu kelengkapan dokumen perencanaan pada tingkat SKPD akan diupayakan pada tahun-tahun yang akan datang. Ketersediaan dan kelengkapan data yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan juga menjadi prioritas urusan perencanaan pembangunan.

g.		Urusan Perhubungan
Capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan urusan perhubungan diukur dengan indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang perhubungan.  Indikator tersebut yakni tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota; tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota;  tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek dan lain-lain.

h.		Urusan Lingkungan Hidup
Urusan Lingkungan Hidup pada Tahun 2013 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi dan Kantor Lingkungan Hidup.  Kinerja urusan lingkungan hidup diantaranya diukur dengan indikator kinerja penanganan sampah, prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air,  prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara, prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya, prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti. Sampai dengan tahun 2014,  prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air telah mencapai 100%, sementara tidak terdapat usaha/kegiatan yang berpotensi mencemari udara sehinga  prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara diasumsikan tercapai 100 %, sedangkan luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa belum ditetapkan ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya, sehingga capaian indikator ini 0 %, selanjutnya prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti telah mencapai 100 % sementara kinerja penanganan sampah  baru mencapai 13 %.  

i.		Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Penyelenggaraan program kegiatan pada urusan kependudukan dan pencatatan sipil bertujuan untuk mencapai salah satu sasaran RPJMD yakni terwujudnya sistem administrasi kependudukan yang berkelanjutan, meningkatnya rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk wajib KTP, rasio bayi ber akte kelahiran dan rasio pasangan ber akte nikah. 
Pada tahun 2014, jumlah penduduk yang telah memiliki KTP elektronik (KTP elektroniknya telah terbit) mencapai 87,95 % dari penduduk wajib KTP, meningkat dari kondisi tahun 2013 yang jumlahnya 80,03 %.  Sementara itu total jumlah akte kelahiran yang diterbitkan mencapai 6.638 akte sedangkan rasio bayi memiliki akte kelahiran mencapai 2.389 : 4511 atau 1 : 1,8. 
Target standar pelayanan minimal untuk cakupan penduduk ber KTP dan cakupan akte kelahiran adalah 100 %, belum tercapainya target standar pelayanan minimal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengakses layanan kependudukan sedangkan rendahnya cakupan akte kelahiran disebabkan antara lain oleh tidak dimilikinya akte nikah orangtua. Solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan pelayanan jemput bola dan menginisiasi kerjasama dengan Kementrian Agama/KUA untuk melakukan itsbat nikah bari orangtua yang belum memiliki akte nikah.
j.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kinerja pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak  diukur indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal Bildang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Indikator kinerjanya antara lain Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayan Terpadu; Cakupan ketersediaan petugas di Unit Pelayanan Terpadu yg memiliki kemampuan utk menindaklanjuti pengaduan/laporan masyarakat Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS dan lain-lain. 

Pada tahun 2014,  kinerja Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu telah dapat memenuhi standar pelayanan minimal dengan capaian 100 %. Selama tahun 2014 terdapat 7 laporan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, keseluruhan laporan tersebut ditindaklanjuti sehingga capaian kinerja mencapai 100 %. Demikian pula dengan  cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu dapat mencapai 100 %, selanjutnya Cakupan Layanan Rehabilitasi  Sosial yang Diberikan oleh Petugas  Rehabilitasi sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu baru mencapai 57 %.  Sementara itu pelayanan penegakan bantuan hukum bagi perempuan anak korban kekerasan dan pemulangan capaiannya 0 % karena semua  kasus dapat diselesaikan dengan perdamaian.

Tabel 32.
Capaian Kinerja Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak 

	No 
	Jenis Pelayanan  
	Indikator Kinerja
	Tahun 2014

	I 
	Penanganan Pengaduan/ Laporan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 
	1
	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu 
	100

	
	
	1a
	Cakupan ketersediaan petugas di Unit Pelayanan Terpadu yg memiliki kemampuan utk menindaklanjuti pengaduan/laporan masyarakat
	100

	II 
	Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
 
	2
	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS 
	100

	 
	
	2a
	Cakupan Puskesmas mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A)
	100

	 
	 
	2b
	Cakupan RSU Vertikal/RSUD/RS Swasta/RS Polri yang melaksanakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan
	100

	 
	 
	2c
	Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) di Puskesmas
	100

	 
	 
	2d
	Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Rumah Sakit
	100

	III 
	Rehabilitasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 
	3
	Cakupan Layanan Rehabilitasi  Sosial yang Diberikan oleh Petugas  Rehabi-litasi social Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu 
	57.1

	 
	 
	3a
	Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih
	0

	 
	 
	4
	Cakupan Layanan Bimbingan Rohani  yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu 
	0

	 
	 
	4a
	Cakupan petugas bimbingan rohani terlatih dalam melakukan bimbingan rohani
	0

	IV
	Penegakan dan Bantuan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
	5
	Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan  terhadap Perempuan dan Anak 
	0

	 
	 
	5a
	Cakupan penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kepolisian
	0

	 
	 
	5b
	Cakupan ketersediaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polda dan Polres/ta
	0

	 
	 
	5c
	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana di UPPA
	0

	 
	 
	5d
	Cakupan ketersediaan polisi yang terlatih dalam memberikan layanan yang sensitif gender
	0

	 
	 
	5e
	Cakupan ketersediaan jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
	0

	 
	 
	5f
	Cakupan ketersediaan hakim yang terlatih dalam menanggani perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak
	0

	 
	 
	6
	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum 
	0

	 
	 
	6a
	Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
	0

	V
	Pemulangan dan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 
 
	7
	Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 
	0

	 
	
	8
	8.Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 
	0

	 
	 
	8a
	8a. Cakupan ketersediaan petugas terlatih untuk melakukan reintegrasi sosial
	0



k.	Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Pelaksanaan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera dapat diukur hasilnya dengan indikator  jumlah peserta KB aktif, rata-rata jumlah anak per keluarga,  jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga  Sejahtera I.  Pada tahun 2014, dari 50.944 pasangan usia subur, 34.141 diantaranya menjadi peserta KB aktif atau cakupan peserta KB aktif mencapai 67,01 %. Cakupan peserta KB aktif sebesar 67,01 % ini telah melampaui target Standar Pelayanan Minimal sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota dimana Cakupan peserta KB aktif ditargetkan mencapai 65 % ditahun 2014.

Sementara itu untuk cakupan pasangan usia subur dengan istri dibawah 20 tahun, di tahun 2014 mencapai 3,99 %, masih lebih tinggi dari standar pelayanan minimal yang besarnya 3,5 %. Upaya penurunan pasangan usia subur dengan istri dibawah 20 tahun ini harus ditingaktkan dengan penanganan lintas sektor dari berbagai pihak untuk dapat menekan jumlah PUS dengan istri usia muda termasuk upaya pencegahan pernikahan dini.  Pencegahan pernikahan usia dini  sangat penting, mengingat menikah terlalu dini dapat berimplikasi pada ketidaksiapan pasangan secara psikologis maupun ekonomi sehinnga dapat menimbulkan berbagai masalah termasuk permasalahan di bidang kesehatan ibu dan anak. 

Tabel 33.
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Urusan Wajib 
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

	No.
	Indikator Kinerja
	Tahun 2013
	Tahun 2014

	1.
	Jumlah Pasangan Usia Subur
	49.810
	50.944

	2.
	Cakupan PUS dengan istri dibawah 20 tahun (%) 
	3,96
	3.99

	3.
	Jumlah Peserta KB Aktif
	38.411
	34.141

	4.
	Cakupan Peserta KB Aktif (%)
	77,12
	67.017

	5.
	Rata-rata jumlah anak per keluarga
	1,02
	3,3

	6.
	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera
	30.302
	21.015

	7.
	Jumlah keluarga Sejahtera I
	24.642
	28.414

	8.
	Peserta KB Aktif Tergolong Miskin
	33.169
	23.212









Gambar 29.
Cakupan Peserta KB Aktif dan Cakupan PUS dengan Istri <20 Tahun 
Tahun 2013-204




l.	Urusan Sosial
Pelaksanaan program dan kegiatan urusan sosial dan urusan terkait penanggulangan kemiskinan lainnya selama tahun 2011-2013 berhasil menurunkan angka kemiskinan secara progressif dengan rata-rata penurunan 2,8 % lebih dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 2,5 % pertahun. 
Pada tahun 2013 penurunan angka kemiskinan tidak seprogresif periode sebelumnya yakni sebesar 1,34 % sehingga angka kemiskinan pada tahun 2013 mencapai 34,6 %. Penyebab melambatnya penurunan  kemiskinan ini  disebabkan antara lain karena terjadinya inflasi akibat kenaikan harga BBM yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2013.  Meskipun melambat, angka kemiskinan di tahun 2013 yang besarnya 34,6 %, masih lebih baik dari target yang ditetapkan dalam RPJMD yang ditetapkan sebesar 35,6 %.

Meskipun angka kemiskinan tahun 2014 masih dalam proses analisis BPS dan belum dapat dipublikasikan, tren penurunan kemiskinan diyakini dapat terus dipertahankan dengan indikasi penurunan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dan jumlah keluarga pra sejahtera yang dihasilkan melalui program dan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni maupun pemberdayaan ekonomi diantaranya dengan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan usaha maupun penyediaan modal usaha bagi keluarga miskin yang gencar dilakukan. 

Percepatan penurunan kemiskinan harus terus dilakukan dengan penanggulangan kemiskinan secara terpadu antar berbagai sektor.  Penanggulangan kemiskinan bukan hanya perlindungan sosial dan  upaya meningkatkan pendapatan masyarakat namun juga sangat terkait dengan bagaimana garis kemiskinan dirasionalkan,   artinya untuk memenuhi kebutuhan hidup layak, masyarakat harus mendapatkannnya dengan harga yang wajar. Untuk itu bagaimana peredaran barang lebih lancar dan terdistribusi dengan baik sampai ke pelosok desa akan sangat berpengaruh terhadap percepatan penurunan kemiskinan.

m.	Urusan Tenaga Kerja
			Capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan urusan tenaga kerja diukur dengan indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal antara lain Besaran tenaga kerja yang medapatkan pelatihan berbasis kompetensi, besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat, besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan, besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dan lain-lain. Kinerja Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan indikator besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama telah dapat melampaui target SPM dengan capaian 89 %, sedangkan sebagian besar kinerja yang lain telah menunjukkan pencapaian yang mendekati target SPM, kecuali indikator Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek Besaran pemeriksaan perusahaan’, dan  Besaran pengujian peralatan di perusahaan yang capainnya relatif rendah dibandingkan dengan target SPM. 

n.	Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Pencapaian kinerja pelaksanaan urusan koperasi dan usaha kecil menengah selama tahun 2014 menunjukkan perkembangan yang baik.  Jumlah koperasi aktif pada tahun 2014 dapat ditingkatkan dari kondisi tahun 2013. Jika pada tahun 2013 terdapat 104 koperasi aktif, maka pada tahun 2014 dapat ditingkatkan menjadi 109 koperasi aktif. Demikian pula jumlah UMKM yang dapat ditingkatkan menjadi 720 unit di tahun 2014, meningkat siginifikan dibandingkan dengan tahun 2013 yang jumlahya 382 unit. Sementara itu jumlah wirausaha baru di tahun 2014 mencapai 5.958 naik signifikan dibandingkan dengan tahun 2014 yang jumlahnya 4.654. Selengkapnya disajikan pada tabel dan gambar.

Tabel 34.  
Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Wajib Koperasi dan UKM
	No.
	Indikator Kinerja 
	Tahun 2013
	Tahun 2014

	1.
	Jumlah Koperasi Aktif
	104
	109

	2.
	Jumlah UMKM
	382
	720

	3.
	Jumlah Wirausaha Baru
	4.654
	5.958


















Gambar 30. 
Grafik  Jumlah Koperasi Aktif, UMKM dan Wirausaha Baru










o.	Urusan Penanaman Modal
Evaluasi pelaksanaan urusan penananam modal diukur dengan realisasi penanaman modal baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Realisasi investasi pada tahun 2013 belum menunjukkan peningkatan yang siginifikan dibandingkan dengan dengan tahun sebelumnya, demikian pula dengan penyerapan tenaga kerja. 
p.	Urusan Kebudayaan
Kinerja pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayan diantaranya diukur dengan standar pelayanan minimal kesenian dengan indikator antara lain : cakupan kajian seni, cakupan fasilitasi seni, cakupan gelar seni, misi kesenian, cakupan sumberdaya manusia kesenian, cakupan tempat dan cakupan organisasi kesenian. Keseluruhan target kinerja SPM kesenian di Kabupaten Lombok Utara telah dapat tercapai. Untuk cakupan kajian seni telah mencapai nilai 106 sementara target SPM bernilai 100, cakupan fasilitasi seni mencapai nilai 382, cakupan gelar seni dengan 100, misi kesenian nilai 100, cakupan sumberdaya manusia kesenian dengan nilai 200, cakupan tempat bernilai 300 dan cakupan organisasi dengan nllai 196. Selengkapnya disajikan pada tabel dan grafik.

Tabel 35.  
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan

	No
	Jenis Pelayanan Dasar
	Indikator
	Capaian Tahun 2014
	Target Nasional

	
	
	
	
	

	1
	Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian
	1.  Cakupan Kajian Seni (50%)
	106
	100

	
	
	2.  Cakupan Fasilitasi Seni (30%)
	382
	100

	
	
	3.  Cakupan Gelar Seni  (75%)
	100
	100

	
	
	4.  Misi Kesenian (100%)
	100
	100

	2
	Sarana dan Prasarana
	5.  Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian (25%)
	200
	100

	
	
	6.  Cakupan Tempat (100%)
	300
	100

	
	
	7.  Cakupan Organisasi
	196
	100



Gambar 31.  
Grafik Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan















	
q.	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Indikator kinerja untuk mengevaluasi pelaksanaan urusan  kepemudaan dan olahraga  antara lain jumlah gelanggang/balai remaja selain milik swasta, jumlah lapangan olahraga, jumlah klub olahraga, jumlah gedung olahraga dan prestasi olahraga. Pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga selama tahun 2010-2014 telah meningkatkan sarana dan prasarana olahraga dan prestasi olahraga dalam skala regional. Jika pada tahun 2010 terdapat 1 unit gelanggang olahraga, pada tahun 2014 telah menjadi 2 unit, sementara jumlah gedung olahraga dapat ditingkatkan menjadi 3 unit pada tahun 2010 menjadi 4 unit tahun 2014. Sementara itu prestasi olahraga pelajar skala regional/NTB dapat ditingkatkan menjadi 12 jenis dari 0 atau tidak ada prestasi pelajar skala regional di tahun 2010.  Selanjutnya prestasi olahraga pada ajang Pekan Olahraga Provinsi NTB (Porprov) dapat ditingkatkan di tahun 2014 dengan perolehan 20 medali, terdiri dari 2 medali emas, 4 medali perak dan 14 medali perunggu dari 8 cabang olahraga meningkat sangat signifikan dibandingkan dengan perolehan prestasi pada ajang Porprov sebelumnya di Tahun 2010 yang hanya memperoleh 3 medali perunggu dari 2 cabang olahraga.

r.	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah  dilaksanakan dalam rangka  Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum yang diukur kinerjanya dengan Cakupan penegkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat. Sementara itu Penanggulangan bencana kebakaran diukur dengan indikator cakupan pelayanan kebakaran, cakupan waktu tanggap (response time rate), presentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi dan jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran. Sampai dengan tahun 2014, capaian kinerja dari seluruh indikator tersebut belum dapat mencapai standar pelayanan minimal diantaranya disebabkan oleh terbatasnya jumlah aparatur, sarana prasarana dan kemampuan keuangan daerah. Meskipun demikian ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Lombok Utara selama tahun 2014 tetap terjaga dalam kondisi yang kondusif.

Tabel  36.
Capaian Kinerja Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan  Penanggulangan Bencana Kebakaran

	No
	Jenis Pelayanan
	Indikator
	Capaian 2014
	Target Nasional

	
	
	
	
	

	1
	Pemeliharaan Ketentraman & Ketertiban Masyarakat
	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten/Kota
	71.4
	100%

	
	
	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
	39.2
	3 x patrol dlm sehari

	
	
	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten / kota
	0.02
	1 org setiap RT atau sebutan lainnya

	2
	Penanggulangan Bencana Kebakaran
	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran  di Kabupaten/Kota
	21.8
	80%

	
	
	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) 
	16.7
	75%

	
	
	Persentase aparatur pemadam kebakaran  yang memenuhi standar kualifikasi
	3.3
	85%

	
	
	Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK ( Wilayah Manajemen Kebakaran) 
	66.7
	90%



























s.	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Evaluasi terhadap penyelenggaraan urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian  diukur dengan indikator kinerja antara lain Tingkat Profesionalisme dan Kapasitas Aparatur, tersedianya Sistem Informasi Manajemen Pemda, Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat, Tingkat Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Jumlah Kasus Penyalahgunaan Wewenang, Jumlah Kasus KKN, Jumlah Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dan Jumlah Peraturan Daerah yang Disusun. 
Pada tahun 2014, jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS sebanyak 12 kasus, menurun dari kejadian tahun 2013 yang banyaknya 14 kasus. Dari 12 kasus  yang terjadi, 1 kasus telah diselesaikan, 4 kasus dalam proses dan 7 kasus sudah  ada rekomendasi Bupati, sementara itu jumlah kasus KKN PNS tidak ditemui di tahun 2014.  Selengkapnya tentang capaian kinerja urusan otonomi daerah disajikan dalam tabel

Tabel 37.
Pencapaian Indikator Kinerja  Urusan Wajib Otonomi Daerah

	No.
	Indikator Kinerja 
	Tahun 2013
	Tahun 2014

	1.
	Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
	14 Kasus
	12 Kasus

	2.
	Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin PNS diselesaikan/ditangani
	· 2 Kasus Terselesaikan 
· 7 Kasus dalam Proses
· 5 Kasus Rekomendasi  dari Bupati
	· 1 Kasus Terselesaikan 
· 4 Kasus dalam Proses
· 7 Kasus Rekomendasi  dari Bupati

	2.
	Jumlah Kasus KKN PNS
	0
	0

	3.
	Jumlah SKPD Menyusun dan Menetapkan SOP
	3 SKPD
	5 SKPD

	4.
	Jumlah SPM ditetapkan
	0
	15

	5.
	Jumlah Perda ditetapkan
	13
	11

	6.
	Opini BPK atas Pengelolaan Keuangan
	WDP
	Dalam proses




t.		Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kinerja urusan pemberdayaan masyarakat diantaranya diukur dengan tingkat partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan pemerintah di segala bidang, salah satunya adalah partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu serta persentase posyandu aktif di masyarakat. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini ditampilkan tabel pencapaian indikator kinerja utama urusan pemberdayaan masyarakat Desa.

Tabel 38.
Pencapaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

	No
	Indikator Kinerja
	Tahun 2013
	Tahun 2014

	1.
	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
	1
	1

	2.
	Jumlah Kelompok Binaan PKK
	1
	1

	3.
	Jumlah LSM
	10
	10

	4.
	PKK Aktif
	38
	38

	5.
	Jumlah Posyandu
	358
	369

	6.
	Jumlah Posyandu Aktif
	358
	369

	7.
	Presentase Posyandu Aktif
	100
	100

	8.
	Jumlah penemuan teknologi tepat guna
	2
	0



u.		Urusan Statistik
Sampai dengan tahun 2014, pelaksanaan urusan statistik bekerjasama dengan BPS Kabupaten dapat menghasilkan dokumen-dokumen data yang diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan daerah seperti Kabupaten Lombok Utara Dalam Angka, Dokumen PDRB, Dokumen Indikator Kesejahteraan Rakyat, Dokumen Profil Daerah dan lain-lain. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya melengkapi ketersediaan data adalah pada waktu penyediaan data yang tidak dapat tepat waktu. Seringkali ketika data dibutuhkan untuk proses perencanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembangunan daerah, data yang dibutuhkan tidak tersedia disebabkan karena proses analisa data di BPS harus melalui jenjang/prosedur di BPS Pusat. Permasalahan kedua adalah data yang dihasilkan bersama BPS bersifat makro. Untuk itu sejak tahun 2012 pemerintah daerah berupaya membangun data mikro (by name by adress) berbasis peta digital sehingga pemerintah daerah mempunyai data sendiri yang komprehensif sebagai bahan perencanaan dan intervensi program/kegiatan pembangunan secara keseluruhan. 

v.		Urusan Kearsipan
Evaluasi pelaksanan program kegiatan urusan kearsipan dilakukan dengan indikator kinerja penerapan pengelolaan arsip secara baku, peningkatan SDM pengelola kearsipan, tingkat kelengkapan administrasi kearsipan dan penggunaan teknologi informasi dalam administrasi kearsipan. Sampai dengan tahun 2014 penerapan pengelolaan arsip secara baku atau jumlah SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku belum berjalan, mengingat belum tersosialisasinya dengan baik penerapan pengelolaan arsip. Sementara itu peningkatan SDM pengelolaan kearsipan dilakukan meski dalam jumlah yang terbatas, penggunaan teknologi informasi dalam administrasi kearsipan juga belum dilakukan.  



	w.	Urusan Perpustakaan
Indikator kinerja utama urusan perpustakaan antara lain jumlah koleksi buku, jumlah perpustakaan yang ada di masyarakat serta perkembangan jumlah pengunjung perpustakaan daerah. Pada tahun 2014, jumlah koleksi buku pada perpustakaan daerah lombok utara adalah 8.997 eksemplar, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 7.530 eksemplar. Meningkatnya jumlah buku pada perpustakaan daerah Lombok Utara berdampak terhadap peningkatan jumlah pengunjung, pada tahun 2014 jumlah pengunjung perpustakaan mencapai 2.562 orang meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 1.625 orang. 

Tabel 39.
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Urusan Wajib Perpustakaan
	No
	Indikator Kinerja
	Tahun 2013
	Tahun 2014

	1
	Jumlah Koleksi Buku
	3.665 Judul, 7.530 Eksemplar
	8.997 Exp.

	3
	Jumlah Perpustakaan Masyarakat
	9 Perpustakaan
	10

	2
	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah
	1.625 Orang
	2.562 Org.



Gambar 32.
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum Daerah Tahun 2014










x.		Urusan Komunikasi dan Informatika
Urusan komunikasi dan informatika pada dasarnya melaksanakan pelayanan desiminasi informasi nasional dan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat. Capain kinerjanya diukur dengan indikator pelaksanaan desiminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa (majalah, radio, televisi), media online, media tardional pertunjukkan rakyat, dll. Pemberdayaan kelompok informasi diukur dengan indikator diukur dengan Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan. Capaian kinerja pada tahun 2014, sebagian besar telah mencapai target nasional yakni pelaksanaan desiminasi dan pendistribusian informasi melalui media massa, media online, media tradisonal dan media luar ruang, sementara melalui media interpersonal seperti sarasehan dan diskusi belum dapat mencapai target SPM. Untuk pembinaan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat yang diukur dengan  Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan juga telah mencapai 100 %, dimana di tahun 2014 seluruh kecamatan telah mempunyai kelompok informasi masyarakat.

y.			Urusan Pertanian
Kinerja pelaksanaan urusan pertanian diantarnya diukur dengan capaian indikator kinerja produktivitas tanaman pangan dan produk-produk pertanian yang lain, capaian kinerja tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 40.
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Urusan Wajib Pertanian
	No.
	Indikator Kinerja
	Tahun 2013
	Tahun 2014

	1.
	Produksi Padi
	74.991.30 Ton
	73.440.621 Ton

	2.
	Produktivitas Padi
	66.676,416 Kw/Ha
	54,944 Kw/Ha

	3.
	Produksi Jagung
	38.225,81 Ton
	37.070.272 Ton

	4.
	Populasi Ternak
	Sapi : 82.954 ekor
Kerbau : 415 ekor
Kuda : 623 ekor
Kambing : 29.929 ekor
Babi : 8.555 ekor
Ayam Buras : 130.150 ekor, Ayam Petelur : 5.341 ekor, Pedaging : 5.245 ekor,
Itik : 6.897 ekor
Puyuh : 590 ekor
Merpati : 21.863 ekor
Kelinci : 166 ekor
	84.613 Ekor
442 Ekor
478 Ekor
26.916 Ekor
5.197 Ekor
122.306 Ekor
3.903 Ekor
8.239 Ekor
6.874    Ekor
1,198 Ekor
14.019 Ekor
0 Ekor



Gambar 33.
Grafik Produktivitas Padi Tahun 2013-2014
























Gambar 34.
Grafik Populasi Ternak Tahun 2013-2014












z.			Urusan Kehutanan
		Keberhasilan pelaksanaan urusan pilihan kehutanan dapat diindikasikan antara lain dengan pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor kehutanan, laju pertumbuhan luas hutan produksi, laju pertumbuhan luas hutan tanaman industri, rehabilitasi hutan dan lahan kritis dan luas kerusakan kawasan hutan. Sampai dengan tahun 2014 luas hutan produksi di Kabupaten Lombok Utara tidak bertambah, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dari sektor kehutanan dilakukan dengan mengembangkan peningkatan produksi hutan  bukan kayu antara lain pengembangan lebah madu, tanaman kemiri, bambu dan lain-lain. Pengendalian kerusakan hutan dilakukan dengan meningkatkan sarana prasarana pengawasan hutan. Pengembangan hasil hutan bukan kayu belum dapat berjalan optimal mengingat keterbatasan penguasaan teknologi dan ketersediaan sarana prasarana untuk itu pengembangan hasil hutan bukan kayu akan terus ditingkatkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan dan pada gilirannya dapat mengurangi upaya-upaya pengrusakan hutan oleh masyarakat karena alasan ekonomi.

aa.			Energi dan Sumbedaya Mineral
		Pelaksanaan program kegiatan urusan energi dan suberdaya mineral menghantarkan Kabupaten Lombok Utara meraih penghargaan Energi Prabawa atas meluasnya penggunaan Biogas di tengah masyarakat. Sampai dengan tahun 2014, 1.000 lebih rumah tangga di Kabupaten Lombok Utara menggunakan Biogas sebagai sumber energi alternatif.  Penggunaan biogas ini akan semakin meluas mengingat tingginya minat masyarakat untuk menggunakan biogas, disisi lain pengembangan secara luas dimungkinkan dengan besarnya potensi bahan baku biogas yang berasal dari kotoran ternak.Pelaksanaan urusan pariwisata utamanya diukur dengan indikator kinerja jumlah kunjungan wisatawan. Pada tahun 2014 kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lombok Utara meningkat dibandingkan dengan kondisi tahun 2013. Jika pada tahun 2013 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Lombok Utara mencapai 486.870 orang terdiri dari 52.663 wisatawan nusantara/domestik dan 434.207

bb.			Pariwisata
Pelaksanaan urusan pariwisata utamanya diukur dengan indikator kinerja jumlah kunjungan wisatawan. Pada tahun 2014 kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lombok Utara meningkat dibandingkan dengan kondisi tahun 2013. Jika pada tahun 2013 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Lombok Utara mencapai 486.870 orang terdiri dari 52.663 wisatawan nusantara/domestik dan 434.207 wisatawan asing maka pada tahun 2014 jumlah kunjungan wisatawan ini mencapai 503.341 orang terdiri dari 55.544 wisatawan nusantara dan 447.797 orang wisatawan asing.


Tabel 41.
Jumlah Kunjungan Wisatawan Menurut Kecamatan Tahun 2014

	No
	Kecamatan
	Wisatawan Domestik
	Wisatawan Asing
	Jumlah

	1
	Tanjung
	1.902
	20.951
	22.853

	2
	Pemenang
	53.272
	418.523
	471.795

	3
	Gangga
	-
	-
	-

	4
	Kayangan
	-
	-
	-

	5
	Bayan
	370
	8.323
	8.693

	
	TOTAL
	55.544
	447.797
	503.341

	
	Tahun 2013
	52.663
	434.207
	486.870


Sumber Data : Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika KLU, 2014


Tabel 42.
Jumlah Kelompok Sadar Wisata Tahun 2013-2014

	No.
	Indikator Kinerja 
	Tahun 2013
	Tahun 2014

	1.
	Jumlah kelompok sadar wisata

	21
	23




Gambar 35.
Grafik Kunjungan Wisatawan Tahun 2013-2014





















	cc.			Urusan Kelautan Perikanan
		Kinerja urusan kelautan perikanan diantaranya diukur dengan indikator produksi ikan sebagaimana disajikan pada tabel. 

Tabel 43.
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Urusan Pilihan Kelautan Perikanan
	No.
	Indikator Kinerja
	Tahun 2013
	Tahun 2014

	1.
	Produksi Ikan per jenis ikan
· Ikan Laut
- Belaso/Lizard Fish
-- Pari/Rays
- Selar/Treallises
- Kuwe/Jacks
-  Julung – julung
- Tembang
- Lemuru
- Kurisi
- Gurita
- Tongkol abu – abu
- Kerapu Karang
- Kerapu Bebek
- Baronang
- Rejung
- Layang
- Teri 
· Kuniran
· cumi – cumi
· Kembung
· Tengiri
· Layur
· Udang – udangan
· teripang
· Ikan Air Tawar
- Nila
- Lele
- Rumput Laut
	

· 101,1 ton
· 4,3 ton
· 903,9 ton
· 14 ton
· 335,4 ton
· 101,1 ton
· 0 ton
· 430,3 ton
· 8,7 ton
· 1.135,7 ton
· 365,6 ton
· 5,5 ton
· 304,5 ton
·   4 ton
· 1.490,7 ton
· 149,9 ton
· 430,3 ton
· 19,2 ton
· 327,1 ton
· 157,4 ton
· 425,3 ton
· 26,8 ton
· 4,3 ton

· 14,5 ton
· 3,1 ton
· 2 ton
	

113,7
4,6
1,003,5
11,8
372,7
113,7
343,5
437,2
9,2
1220,7
368,2
4,6
327,5
4,1
1649,2
157
437,2
19,8
364,6
152,2
433,7
27,8
4,6

7,7 Ton
2,7 Ton
2 Ton



	Pencapaian pelaksanaan urusan kelautan dan perikanan sampai dengan tahun 2014 belum dapat mengoptimalkan potensi sub sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Utara. Pengembangan potensi perikanan darat maupun laut yang merupakan salah satu upaya penanggulangan kemiskinan belum dapat berjalan baik mengingat keterbatasan jumlah dan kapasitas aparatur yang menangani keseluruhan program kegiatan urusan kelautan perikanan, untuk itu pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan kelautan dan perikanan menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan. Selain itu dipandang perlu untuk merekrut tenaga ahli dari perguruan tinggi sebagai konsultan dalam pengembangan sub sektor ini baik pada tataran rekomendasi maupun impelementasinya.
  
	dd.			Urusan Perdagangan
		Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pilihan perdagangan diindikasikan dengan pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor perdagangan, ekspor bersih perdagangan, ketersediaan program perlindungan konsumen, ketersediaan sistem pembinaan pedagang sektor informal.  Sampai dengan tahun 2014, pertumbuhan dan kontribusi PDRB di sektor perdagangan menunjukkan pertumbuhan yang positif namun belum dapat berjalan secara optimal. Penyediaan sarana prasarana perdagangan dengan penyediaan tempat berusaha bagi pedagang sektor informal/pedagang kaki lima dilakukan namun belum dapat berfungsi optimal karena perencanaan yang tidak komprehensif. Kedepan fasilitasi pada sektor ini akan tetap menjadi prioritas terutama fasilitasi terhadap pedagang kecil mengingat sektor perdagangan menjadi salah satu sektor andalan dalam penanggulangan kemiskinan.

	ee.			Urusan Perindustrian

				Evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan urusan perindustrian dilakukan dengan indikator jumlah industri baik industri formal maupun non formal. Pada tahun 2013 tercatat jumlah industri formal di  Kabupaten Lombok Utara mencapai   207 unit sedangkan industri non forma 848 unit. Jumlah ini meningkat di tahun 2014 menjadi 291 unit untuk industri formal dan 848 uniit untuk industri non formal.  	Sementara itu jika dikelompokkan menjadi industri pengolahan berbasis pertanian dan non pertanian, perkembangan industri pengolahan berbasis pertanian meningkat dari 687 sentra pada tahun 2012 menjadi 795 sentra di tahun 2013. Sementara industri berbasis non pertanian meningkat dari 67 sentra di tahun 2012 menjadi 117 sentra di tahun 2013.
						
Tabel 44.
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Urusan Pilihan Perindustrian

	No.
	Indikator Kinerja 

	Tahun 2013
	Tahun 2014

	1.
	Jumlah Industri/Sentra
	912
	1.139

	
	· Formal
	207
	    291

	
	· Non Formal
	705
	848

	
	· Basis Pertanian
	795
	959

	
	· Non Pertanian
	117
	180



Gambar 36.
Grafik Perkembangan Jumlah Industri 



  	Perkembangan jumlah industri di Kabupaten Lombok Utara sebagaimana diuraikan diatas cukup menggembirakan mengingat penanggulangan kemiskinan juga diharapkan berasal dari tumbuhnya kewirausahaan di sektor ini dalam menciptakaan kesempatan kerja terutama pada industri skala kecil dan rumah tangga, namun pencapaian ini belum memadai mengingat tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara. Untuk itu fasilitasi terhadap sektor industri terutama industri pengolahan berbasis pertanian akan terus digalakkan mengingat besarnya potensi sektor pendukung yaitu antara lain sektor pertanian. Fasiltasi berupa penyediaan peralatan produksi, permodalan, teknologi produksi dan pemasaran menjadi pilihan pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan yang progresif dari sektor ini dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

	ff.			Urusan Trasmigrasi

	Evaluasi pelaksanaan program kegiatan urusan  transmigrasi diukur dengan indikator kinerja tingkat perkembangan areal transmigasi, jumlah transmigran yang berhasil dimukimkan dan transmigran swakarsa.  Pencapaian pelaksanaan urusan ini belum optimal dikarenakan rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi. 

2.3.	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.3.1.	Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu, Pada tahun 2014 dari 28 (dua puluh delapan) sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, 16 (enam belas) sasaran dapat mencapai atau melebihi target untuk setiap indikator kinerja utamanya, sementara 12 (dua belas) sasaran walaupun menunjukkan pencapaian sesuai target pada beberapa indikator utama namun pada 1 (satu) atau lebih indikator utama yang lain belum dapat mencapai target yang ditentukan.  Selanjutnya walaupun beberapa sasaran sudah mencapai target bukan berarti bebas dari permasalahan. Permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tersebut  diidentifikasi pada tabel berikut.
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Tabel 45.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

	No.
	Sasaran RPJMD/Indikator Kinerja
	Interpretasi
Belum Tercapai (<)
Sesuai (=)
Melampaui (>)
	Permasalahan
	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan

	1.
	Terwujudnya Masyarakat Sejahtera
	
	
	

	
	1. Penurunan Angka Kemiskinan
2. Pertumbuhan ekonomi
3. PDRB per kapita
	>

<
<
	1. Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara (34,63 % Tahun 2013) dengan percepatan penurunan yang melambat dibandingkan dengan periode tahun 2010-2012, bahkan angka kemiskinan rata-rata provinsi di tahun 2014 meningkat 0,05%.
2. Sektor pertanian sebagai lapangan usaha utama penduduk (54%) dan kontributor terbesar PDRB (34,78%) belum tumbuh secara signifikan, belum meningkatkan kesejahteraan petani dan belum dapat menangkap peluang tumbuhnya sektor pariwisata
3. Sektor industri terutama industri pengolahan berbasis pertanian belum tumbuh secara signifikan untuk menangkap peluang potensi sektor pertanian dan pariwisata 
4. Belum terbangunnya kewirausahaan pada berbagai sektor
5. Belum terbangunnya koordinasi dan sinergi yang baik dalam program penanggulangan kemiskinan
6. Pertumbuhan aktivitas pariwisata belum memberikan dampak yang optimal terhadap pertumbuhan sektor lain dalam rangka penanggulangan  kemiskinan

	1. Penanggulangan kemiskinan secara terpadu berbasis kawasan dengan memastikan ketepatan sasaran program penanggulangan kemiskinan
2. Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas,  mengoptimal-kan pembangunan pertanian pada lahan kering dengan arah diversifikasi komoditas yang menjadi kebutuhan pariwisata dan memiliki NTP tinggi (al tanaman hortikultura, ternak, ikan), transfer teknologi budidaya, fasilitasi penyediaan peralatan produksi dan pemasaran.
3. Meningkatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan berbasis pertanian terutama industri skala rumah tangga dengan teknologi tepat guna dan kecil untuk menjawab kebutuhan domestik dan pariwisata dengan fasilitasi penyediaan peralatan produksi, modal dan pemasaran.
4. Membangun wirausaha baru dengan fasilitasi diklat, permodalan, peralatan produksi dan pemasaran
5. Menggerakkan dan melibatkan  tokoh masyarakat/kader dalam meningkatkan keberdayaan dan perubahan perilaku masyarakat
6. Membangun destinasi wisata berbasis masyarakat (desa wisata) dengan penekanan pada upaya pemberdayaan masyarakat

	2.
	Terwujudnya Masyarakat Religius
	
	
	

	
	1. Jumlah Konflik SARA
2. Peringatan Hari Besar Keagamaan
3. Jumlah tempat ibadah dalam kondisi baik
	=
=

=
	1. Ancaman dampak negatif pariwisata terhadap perubahan prilaku dan kearifan lokal
2. Ancaman dinamika global dan nasional terhadap kerukunan hidup antar umat beragama

	1. Membangun pendidikan karakter (revolusi mental) sejak usia dini.
2. Meningkatkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat dalam membentengi masyarakat thd pengaruh negatif pariwisata
3. Intervensi dan fasilitasi program pembangunan inklusif untuk semua golongan

	3.
	Terwujudnya Masyarakat Berdudaya dan Beretika
	
	1. Ancaman dampak negatif pariwisata terhadap penyalahgunaan NAPZA dan kearifan budaya lokal
2. Belum optimalnya peran kearifan budaya dalam mendukung program kegiatan pembangunan

	1. Meningkatkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat dalam membentengi masyarakat thd pengaruh negatif pariwisata
2. Meningkatkan peran tokoh budaya/masy dalam peningkatan keberdayaan masyarakat dalam mendukung program kegiatan pembangunan

	
	1. Jumlah Penyalahgunaan NAPZA
2. Jumlah even-even budaya
	=

>


	3. 
	4. 

	4.
	Terwujudnya Masyarakat Sehat
	
	1. Masih tingginya angka kematian bayi karena faktor ekonomi dan faktor sosial budaya.
2. Relatif rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta perlindungan ibu dan anak
3. Relatif rendahnya kesadaran dan pengetahuan pemenuhan gizi.
4. Belum optimalnya pelaksanaan program pembangunan kesehatan yang bersifat promotif/preventif
5. Belum optimalnya peran tokoh masyarakat/tokoh agama, tokoh budaya dalam mendukung pembangunan kesehatan
6. Belum terbangunnya koordinasi dan sinergi yang baik antara stakeholder pembangunan kesehatan

	1. Mengawal secara intesif kesehatan ibu dan anak terutama pada 1.000 hari pertama kehidupana (ASHAR)
2. Mendorong berperannya kearifan lokal yang mendukung perlindungan kesehatan ibu dan anak, perilaku hidup bersih dan sehat
3. Mengawal dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam membangun pelayanan kesehatan di tingkat paling bawah (Posyandu) sesuai amanat Undang-Undang Desa  
4. Menggencarkan program kesehatan promotif/preventif diantaranya stimulasi pembangunan jamban keluarga
5. Mengoptimalkan peran kader-kader kesehatan dan pemberdayaan masyarakat ditingkat yang paling bawah dalam mendukung program pembangunan kesehatan.

	
	1. Usia Harapan Hidup (UHH)
2. Angka Kematian Bayi (AKB)
3. Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)

	<
<
<


	4. 
	5. 

	5.
	Terwujudnya Masyarakat Cerdas dan Trampil
	
	1. Relatif rendahnya pendidikan penduduk menghadapi tantangan perkembangan nasional dan global
2.  Sarana prasarana untuk semua jenjang pendidikan belum memenuhi Standar Pelayanan Minimimal
3. Masih reltif tingginya angka buta aksara walaupun telah melampaui target RPJMD
4. Kurangnya jumlah dan kompetensi guru.
5. Relatif rendahnnya partisipasi sekolah dijenjang pendidikan menengah dan tinggi
6. Relatif rendahnya mutu dan relevansi pendidikan.  

	1. Meningkatkan secara progresif tingkat pendidikan penduduk usia sekolah, mengawal secara intensif keberlanjutan sekolah.
2. Pembangunan sarana prasarana baik untuk peningkatan cakupan maupun peningkatan mutu menuju pemenuhan SPM
3. Peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru dalam rangka peningkatan mutu pendidikan
4. Stimulasi peningkatan partisipasi sekolah menengah dengan penyediaan beasiswa transisi dan beasiswa pendidikan sekolah menengah.
5. Stimulasi partisipasi pendidikan tinggi dengan beasiswa masuk perguruan tinggi dan beasiswa selama menempuh pendidikan
6. Fasilitasi program vokasi Perguruan Tinggi/Politeknik di Kabupaten Lombok Utara
7. Meningkatkan keterjangkauan sekolah.
8. Penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dipadukan dengan pemberdayaan ekonomi

	
	1) Angka Partisipasi Kasar
a) SD/MI/Paket A
b) SMP/MTs/Paket B
c) SMA/SMK/MA/Paket C
2) Angka Partisipasi Murni
a) SD/MI/Paket A
b) SMP/MTs/Paket B
c) SMA/SMK/MA/Paket C
3) Angka Melek Huruf



	
>
>
>

>
>
>
>
	5. 
	6. 

	6.
	Terwujudnya Masyarakat Berwawasan IPTEK
	
	
Penemuan teknologi tepat guna belum dapat diproduksi secara massal
	
Mendorong produksi massal temuan teknologi tepat guna


	
	Jumlah penemuan teknologi tepat guna
	>
	6. 
	7. 

	7.
	Terwujudnya kesetaraan gender
	
	1. Perencanaan dan penganggaran belum responsif gender
2. Kesempatan kerja perempuan belum setara dengan laki-laki
	1. Mengintegrasikan data terpilah dan analisis gender dalam perencanaan dan penganggaran (Peremcanaan dan penganggaran responsif gender).
2. Menciptakan kesempatan kerja yang sama untuk laki-laki dan perempuan 

	
	Angka partisipasi kasar/sekolah perempuan
Partisipasi dan kesempatan kerja perempuan
	=

<
	7. 
	8. 

	8.
	Terwujudnya struktur APBD yang proporsional
	
	1. Pengelolaan keuangan belum optimal dengan adanya pengecualian sehingga opini WTP belum tercapai
2. Potensi PAD  belum dieksplorasi secara optimal
	1. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan terutama mengatasi permasalahan yang menjadi pengecualian.
2. Optimalisasi Potensi PAD 

	
	1. Rasio Belanja Langsung terhadap Belanja Tidak Langsung
2. Jumlah PAD
	>


>
	8. 
	9. 

	10.
	Terwujudnya usaha pengolahan berbasis pertanian
	
	Pertumbuhan industri pengolahan belum optimal dan kontribusi terhadap PDRB belum signifikan
	1.Meningkatkan pertumbuhan industri pengolahan dengan fasilitasi diklat, permodalan, peralatan teknologi tepat guna dan kelayakan pemasaran.
 2. Meningkatkan kualitas produksi industri pengolahan sesuai dengan persyaratan usaha industri
2. Fasilitasi pemasaran produksi industri pengolahan 

	
	Jumlah industri pengolahan berbasis pertanian
	>


	9. 
	10. 

	11.
	Terwujudnya Iklim Usaha yang Kondusif
	
	1. Belum terwujudnya pelayanan perijinan terpadu berbasis komputer
2. Sarana prasarana pelayanan perijinan terpadu belum memadai
3. Pelaku usaha belum dapat mengakses usaha perbankan
4. Jumlah dan kapasitas aparatur pelayanan perijinan belum memadai
	1. Meningkatkan sarana prasarana pelayanan perijinan berbasis teknologi informasi
2. Meningkatkan sosialisasi dan kapasitas pelaku usaha untuk dapat mengakses modal perbankan
3. Meningkatkan kapasitas aparatur pelayanan perijinan

	
	1. Beroperasinya pelayanan perizinan terpadu
2. Jumlah perda yang mendukung iklim usaha
3. Jumlah/jenis  Bank dan cabangnya
	=

=

=
	10. 
	11. 

	12.
	Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Pangan
	
	Ketahanan dan kemandirian pangan belum merata antar wilayah

	Diversifikasi pangan dengan produk lokal

	
	1. Produksi padi
2. Produktivitas padi
3. Produksi jagung
	=
=
=
	11. 
	12. 

	13.
	Terwujudnya masyarakat sadar wisata
	
	1. Pariwisata belum berperan signifikan dalam penanggulangan kemiskinan
2. Belum optimalnya penataan dan pengelolaan destinasi pariwisata
3. Kesadaran masyarakat dalam mendukung pariwisata belum terbangun dengan baik
	1. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (Desa Wisata)
2. Meningkatkan penataaan destinasi pariwisata baik di Gili Matra maupun destinasi lain yang direncanakan secara komphrehensif

	
	1. Jumlah Kunjungan Wisatawan
2. Jumlah kelompok sadar wisata
	>
<
	12. 
	13. 

	14.
	Terwujudnya tenaga kerja yang trampil dan produktif
	
	Relatif rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan tenaga kerja

	1. Meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan pendidikan dan latihan kerja
2. Meningkatkan jumlah tenaga kerja yang dilatih

	
	Jumlah tenaga kerja terlatih ketrampilan kerja
	<
	13. 
	14. 

	15.
	Terwujudnya Kawasan Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil yang Terpadu dan Berkelanjutan
	
	1. Abrasi pantai di kawasan wisata dan kawasan lain belum tertangani
2. Relatif rendahnya kesejahteraan masyarakat pesisir sehingga rawan melakukan perusakan dalam mencari nafkah
	1. Menyusun dokumen masterplan perlindungan kawasan pesisir
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan/pesisir dengan fasilitasi peralatan produksi

	
	1. Jumlah kasus kerusakan lingkungan kawasan pesisir tertangani
2. Jumlah perda perlindungan kawasan pesisir
	<


<
	14. 
	15. 

	16.
	Terwujudnya Sistem Pelayanan Publik yang Transparan Berkepastian Hukum dan Tepat Waktu
	
	SOP dan SPM belum dilaksamakan dengan optimal 
	Pengembangan kualitas pelayanan publik dengan teknologi informasi

	
	1. Draft SOP SKPD
2. Draft SPM Kabupaten
	=
=
	15. 
	16. 

	17.
	Terwujudnya Infrastruktur yang Memadai
	
	1. Masih terdapat kesejangan infrastruktur antar wilayah
2. Kualitas pekerjaan jalan dan infrastruktur lainnya belum memadai
3. Terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk pembangunan infrastuktur
4. Potensi sumber air minum belum terkelola dan terdistribusi dengan baik




	1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur
2. Meningkatkan pengawasan terhadap pihak ketiga
3. Memperbaiki kualitas perencanaan pekerjaan
4. Menentukan skala prioritas pembangunan infrastruktur
5. Meningkatkan distribusi sumber air minum melaui pamdes maupun PDAM

	
	1. Tingkat kemantapan jalan kabupaten 
2. Tersedianya air baku untuk kebutuhan pokok minimal sehari-hari
3. Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada
4. Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter per hari
5. Tersedianya sistem jaringan drainase di perkotaan sehingga tidak terjadi genangan
	>


>



<



<






<

	16. 
	17. 

	18.
	Terwujudnya tata ruang yang serasi, selaras dan produktif
	
	Beberapa kasus pelanggaran tata ruang belum tertangani 
	1. Menertibkan kasus-kasus pelanggaran tata ruang
2. Meningkatkan pencegahan dan pengawasan terhadap potensi kasus pelanggaran tata ruang

	
	1. Rancangan Perda RDTRK Perkotaan Tanjung
2. Jumlah kasus pelanggaran tata ruang tahun 2012 tertangani
	=

<
	17. 
	18. 

	19.
	Terwujudnya Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Sehat 
	
	1. Tingginya jumlah rumah tidak layak huni
2. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dan menyediakan sarana prasarana sanitasi
	1. Meningkatkan jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi
2. Meningkatkan stimulasi pembangunan jamban keluarga dan jamban komunal

	
	1. Jumlah rumah tidak layak huni direhabilitasi
2. Persentase rumah dengan jamban sendiri dan bertangki septik
	<

<
	18. 
	19. 

	20.
	Tersedianya sistem transportasi yang terpadu
	
	Relatif rendahnya kualitas sarana prasarana perhubungan
	Meningkatkan kualitas sarana prasarana perhubungan


	
	1. Persentase uji kir angkutan umum
2. Jumlah pelabuhan penyebrangan dalam kondisi baik
3. Jumlah terminal dalam kondisi baik
	=

=


<
	19. 
	20. 

	21.
	Terpenuhinya kebutuhan energi yang memadai
	
	Masih terdapat rumah tangga belum mengakses listrik
	1. Stimulasi pembangkit listrik tenaga surya
2. Intensifikasi  pemanfaatan energi baru terbarukan (biogas, matahari sebagai sumber energi)

	
	Persentase rumah tangga menggunakan listrik
	=

	20. 
	21. 

	22.
	Terwujudnya Lingkungan Lestari
	
	1. Jumlah sarana prasarana persampahan terbatas
2. Personil penanganan sampah terbatas
3. Rendahnya kesadasan masyarakat dalam penanganan sampah

	1. Meningkatkan jumlah sarana prasarana persampahan
2. Mengurangi sampah dari sumbernya dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mengelola sampah secara mandiri

	
	1. Persentase penanganan sampah
2. Jumlah TPA
3. Jumlah TPS
	<

<
=
	21. 
	22. 

	23.
	Terwujudnya aparatur yang bersih dan profesional
	
	1. Sarana penegakan disiplin terbatas
2. Pengetahuan dan ketrampilan aparatur belum memadai
	1. Meningkatkan pengetahuan aparatur tentang anti KKN
2. Meningkatkan sarana dan operasi penegakan disiplin
3. Membangunan infrastruktur dan aplikasi berbasis teknologi informasi

	
	1. Persentase penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS 
2. Kasus KKN PNS
3. Jumlah PNS Mengikuti Diklat Struktural 
4. Jumlah PNS mengikuti tugas belajar pendidikan formal diploma, S1, S2
	=


<
=

=
	22. 
	23. 

	24.
	Terwujudnya Tata Laksana Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik
	
	1. Masih relatif rendahnya kapasitas aparatur dalam perencanaan dan  penganggaran serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
2. Belum tersusunnnya regulasi perencanaan dan penganggaran yang lengkap di daerah
3. Masih relatif rendahnya kualitas musrenbang 
4. Belum terbangunnya komunikasi yang efektif antara legislatif dan eksekutif dalam perencanaan dan penganggaran 

	1. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan membangun infrastruktur dan aplikasi berbasis teknologi informasi
2. Menyusun regulasi perencanaan dan penganggaran yang lengkap 
3. Meningkatkan kualitas musrenbang dengan pelibatan masyarakat secara aktif
4. Meningkatkan komunikasi antara legislatif dan eksekutif

	
	1. Jumlah Perda 
2. Penyampaian Laporan (LPPD, LKPJ, LAKIP dan LKPD) Tepat Waktu
3. Penetapan APBD Tepat Waktu
4. Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang
5. Penetapan dokumen perencanaan tepat waktu
	=
<


=
=

<
	23. 
	24. 

	25.
	Terwujudnya masyarakat taat dan sadar hukum
	
	1. Terdapat ancaman meningkatnya angka kriminalitas sejalan dengan perkembangan KLU sebagai daerah otonom
2. Belum tersedia data yang akurat tentang kasus pelanggaran HAM
	1. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pencegahan kriminalitas
2. Menyelenggarakan pemerintah-an dan pembangunan berkeadilan (pro poor, pro job)
3. Meningkatkan peran tim koordinasi Ranham

	
	1. Angka Kriminalitas
2. Jumlah Kasus Pelanggaran HAM
	=
=

	24. 
	25. 

	26.
	Terwujudnya Daerah yang Aman dan Tertib
	
	1. Jumlah personil, sarana dan prasarana satuan polisi pamong praja belum memadai
2. Jumlah Linmas belum memenuhi standar SPM (100 org/daerah otonom)
3. Penanganan bencana belum terkoordinasi dengan baik
	1. Meningkatkan jumlah personil, sarana dan prasarana polisi pamong praja secara bertahap
2. Meningkatkan jumlah linmas secara bertahap
3. Membangun sistem dan menyusun SOP penanganan bencana

	
	1. Jumlah Polisi Pamong Praja
2. Jumlah Linmas
3. Jumlah Konflik
4. Jumlah Unjuk Rasa Anarkis
5. Persentase penanganan kejadian bencana
	=
=
=
=
=


	25. 
	26. 

	27.
	Terwujudnya masyarakat sadar berpolitik
	
	Relatif rendahnya pemahaman masyarakat tentang politik
	Menyelenggarakan pendidikan politik masyarakat

	
	Angka partisipasi penduduk dalam pemilu (Pilkades)
	>

	26. 
	27. 

	26.
	Terwujudnya sistem administrasi kependudukan
	
	1. Sarana prasarana pelayanan administrasi kependudukan belum memadai
2. Relatif rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengakses pelayanan administrasi kependudukan
	1. Meningkatkan sarana prasarana administrasi kependudkan secara bertahap
2. Meningkatkan sosialiasi pelayanan kependudukan
3. Melakukan pelayanan sistem “jemput bola”
4. Fasilitasi sidang itsbat nikah untuk meningkatkan kepemilikan akte nikah dan akte kelahiran.

	
	1. Ketersediaan sistem administrasi kependudukan secara elektronik
2. Cakupan penerbitan KTP
3. Cakupan penerbitan akte kelahiran
	=


<

<

	27. 
	28. 




 (
LOMBOK UTARA
)


PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

129
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016
2.3.2.	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

	Selain permasalahan yang diidentifikasi berdasarkan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana diatas, permasalahan juga diidentifikasi untuk setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi urusan wajib dan pilihan, walaupun sebagian permasalahan penyelenggaraan urusan tentunya juga merupakan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

	Permasalahan diidentifikasi berdasarkan urusan wajib yang diselenggarakan yakni urusan  Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum; Perumahan; Penataan Ruang; Perencanaan Pembangunan; Perhubungan; Lingkungan Hidup;  Kependudukan dan Catatan Sipil; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; Sosial; Tenaga Kerja; Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; Penanaman Modal; Kebudayaan; Kepemudaan dan Olahraga; Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Statistik; Kearsipan; Komunikasi dan Informatika serta urusan Perpustakaan. Sementara urusan pilihan sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah potensi daerah meliputi urusan Pertanian, Kehutanan, Pariwisata, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian serta  Transmigrasi.

	Identifikasi permasalahan pada penyelenggaraan urusan tersebut disajikan pada tabel berikut. 
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Tabel 46.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

	No.
	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
	Interpretasi
Belum Tercapai (<)
Sesuai (=)
Melampaui (>)
	Permasalahan
	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan

	1.
	Pendidikan
	
	
	

	
	1. Angka Partisipasi Kasar
a. SD/MI/Paket A
b. SMP/MTs/Paket B
c. SMA/SMK/MA/Paket C

2. Angka Partisipasi Murni
a. SD/MI/Paket A
b. SMP/MTs/Paket B
c. SMA/SMK/MA/Paket C

3. Angka Melek Huruf
4. Rasio Jumlah SD/MTs :  Penduduk usia 7-12 tahun 
5. Rasio Jumlah SMP/MI : Penduduk usia 13-15 tahun 
6. Rasio Jumlah SMA/SMK Negeri : Rasio Penduduk usia 16-18 tahun : 
7. Rasio Jumlah Rombel SD : Jumlah Kelas SD
8. Rasio Jumlah Rombel SMP : Jumlah Kelas SMP
9. Rasio Guru : Murid SD
10. Rasio Guru : Murid SMP
11. Rasio Guru : Murid SMA
	
>
>
>


>
>
>

=
<

<

<

<

<
<

<
<
	1. Relatif rendahnya pendidikan penduduk menghadapi tantangan perkembangan nasional dan global
2. Sarana prasarana untuk semua jenjang pendidikan belum memenuhi Standar Pelayanan Minimimal
3. Masih reltif tingginya angka buta aksara walaupun telah melampaui target RPJMD
4. Kurangnya jumlah dan kompetensi guru.
5. Relatif rendahnnya partisipasi sekolah dijenjang pendidikan menengah dan tinggi
6. Relatif rendahnya mutu dan relevansi pendidikan
	1. Meningkatkan secara progresif tingkat pendidikan penduduk usia sekolah, mengawal secara intensif keberlanjutan sekolah
2. Pembangunan sarana prasarana baik untuk peningkatan cakupan maupun peningkatan mutu menuju pemenuhan SPM
3. Peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru dalam rangka peningkatan mutu pendidikan
4. Stimulasi peningkatan partisipasi sekolah menengah dengan penyediaan beasiswa transisi dan beasiswa pendidikan sekolah menengah.
5. Stimulasi partisipasi pendidikan tinggi dengan beasiswa masuk perguruan tinggi dan beasiswa selama menempuh pendidikan
6. Fasilitasi program vokasi Perguruan Tinggi/Politeknik di Kabupaten Lombok Utara
7. Meningkatkan keterjangkauan sekolah menengah.
8. Penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dipadukan dengan pemberdayaan ekonomi

	2.
	Kesehatan
	
	1. Masih tingginya angka kematian bayi karena faktor ekonomi dan faktor sosial budaya.
2. Relatif rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta perlindungan ibu dan anak
3. Relatif rendahnya kesadaran dan pengetahuan pemenuhan gizi.
4. Belum optimalnya pelaksanaan program pembangunan kesehatan yang bersifat promotif/preventif
5. Belum optimalnya peran tokoh masyarakat/tokoh agama, tokoh budaya dalam mendukung pembangunan kesehatan
6. Belum terbangunnya koordinasi dan sinergi yang baik antara stakeholder pembangunan kesehatan
	1. Mengawal secara intesif kesehatan ibu dan anak terutama pada 1.000 hari pertama kehidupana (ASHAR)
2. Mendorong berperannya kearifan lokal yang mendukung perlindungan kesehatan ibu dan anak, perilaku hidup bersih dan sehat
3. Mengawal dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam membangun pelayanan kesehatan di tingkat paling bawah (Posyandu) sesuai amanat Undang-Undang Desa  
4. Menggencarkan program kesehatan promotif/preventif diantaranya stimulasi pembangunan jamban keluarga
5. Mengoptimalkan peran kader-kader kesehatan dan pemberdayaan masyarakat ditingkat yang paling bawah dalam mendukung program pembangunan kesehatan.

	
	1. Usia Harapan Hidup (UHH)
2. Angka Kematian Bayi (AKB)
3. Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)
4. Prevalensi Gizi Buruk

	<
<
=

<



	28. 
	29. 

	3.
	Pekerjaan Umum
	
	1. Masih terdapat kesejangan infrastruktur antar wilayah
2. Kualitas pekerjaan jalan dan infrastruktur lainnya belum memadai
3. Terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk pembangunan infrastuktur
4. Potensi sumber air  baku/minum belum terkelola dan terdistribusi dengan baik




	1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur
2. Meningkatkan pengawasan terhadap pihak ketiga
3. Memperbaiki kualitas perencanaan pekerjaan
4. Menentukan skala prioritas pembangunan infrastruktur
5. Meningkatkan distribusi sumber air minum melaui pamdes maupun PDAM

	
	1. Tingkat kemantapan jalan kabupaten 
2. Tersedianya air baku untuk kebutuhan pokok minimal sehari-hari
3. Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada
4. Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter per hari
5. Tersedianya sistem jaringan drainase di perkotaan sehingga tidak terjadi genangan
	>


=


<



<






<



	29. 
	30. 

	4.
	Perumahan
	
	
	

	
	1. Rumah tidak layak huni direhabilitasi
2. Persentase rumah dengan jamban sendiri dan bertangki septik
	<

<
	1. Tingginya jumlah rumah tidak layak huni terkait dengan tingginya angka kemiskinan
2. Keterbatasan APBD untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni
3. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih sehat
	1. Mengupayakan sumber pembiayaan pendukung dari APBD Provinsi untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni
2. Stimulasi PHBS

	5.
	Penataan Ruang
	
	
	

	
	1. Tersedianya Dokumen Rencana Tata Ruang
2. Ruang terbuka hijau publik di perkotaan (20 %)
	=

<
	1. Perkembangan kebijakan nasional  yang dinamis dan berpengaruh terhadap kebijakan penataan ruang
2. Ruang terbuka hijau publik di perkotaan belum tertata
	1. Melakukan review dokumen tata ruang kabupaten (RTRW)
2. Menata ruang terbuka hijau publik

	6.
	Perencanaan Pembangunan
	
	
	

	
	1. Ketersediaan dokumen perencanan pembangunan tepat waktu
2. Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang
	<


=
	1. Terbatasnya jumlah dan kapasitas aparatur perencana
2. Terbatasnya ketersediaan data yang diperlukan dalam proses perencanaan
	1. Meningkatkan kapasitas aparatur perencana
2. Membangun sistem aplikasi perencanaan dengan teknologi informasi
3. Mengupayakan ketersediaan data mikro yang komprehensif


	7.
	Perhubungan
	
	
	

	
	1. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten
2. Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kabupaten
3. Tersedianya halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
4. Tersedianya terminal angkutan penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek 
5. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill) dan penerangan jalan umum pada jalan kabupaten/kota.
6. Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor 
7. Tersedianya SDM bidang terminal, pengujian kendaraan bermotor dll
8. Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek
9. Tersedianya kapal penyebrangan
10. Tersedianya pelabuhan penyebrangan
	<





<







<



<



<




=

<



<



=

=


	1. Jumlah dan kualitas angkutan umum tidak memadai 
2. Belum tersedia angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil
3. Keterbatasan ketersediaan anggaran untuk pembangunan sarana prasarana perhubungan
4. Terbatasnya jumlah dan kapasitas aparatur pelaksana urusan perhubungan
	1. Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan  prasarana perhubungan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah
2. Meningkatkan kapasitas aparatur perhubungan melalui pendidikan dan pelatihan

	8.
	Lingkungan Hidup
	
	
	

	
	1. Persentase penanganan sampah
2. Jumlah TPA
3. Jumlah TPS
	<

<
=
	1. Jumlah sarana prasarana persampahan terbatas
2. Personil penanganan sampah terbatas
3. Rendahnya kesadasan masyarakat dalam penanganan sampah

	1. Mengurangi sampah dari sumbernya (mendorong kelompok masyarakat mengelola sampah secara mandiri)
2. Meningkatkan jumlah sarana prasarana persampahan
3. Meningkatkan jumlah personil penangangan sampah

	9.
	Kependudukan dan Catatan Sipil
	
	
	

	
	1. Ketersediaan sistem administrasi kependudukan secara elektronik
2. Cakupan penerbitan KTP
3. Cakupan penerbitan akte kelahiran

	=


<

<



	1. Sarana prasarana pelayanan administrasi kependudukan belum memadai
2. Relatif rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengakses pelayanan administrasi kependudukan
	1. Meningkatkan sarana prasarana administrasi kependudkan secara bertahap
2. Meningkatkan sosialiasi pelayanan kependudukan
3. Melakukan pelayanan sistem “jemput bola”.

	10.
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	
	
	

	
	1. Angka partisipasi kasar/sekolah perempuan
2. Tersedianya layanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	<


<
	Perencanaan dan penganggaran belum responsif gender
Sarana prasarana serta SDM layanan terpadu pelayanan perempuan belum memadai
	1. Data dan infromasi terpilah gender mendorong perencanaan dan pengaggaran responsif gender.
2. Menyusun perencanaan dan penganggaran dengan pengarusutamaan gender
3. Menciptakan kesempatan kerja yang sama untuk laki-laki dan perempuan

	11.
	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
	
	
	

	
	1. Persentase jumlah akseptor KB aktif terhadap jumlah pasangan usia subur
2. Persentase PUS dengan usia istri dibawah 20 tahun
3. Cakupan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi
4. Cakupan ketersediaan informasi data mikro
	=


<


=


<
	1. Masih tingginya persentase pasangan usia subur dengan usia istri kurang dari 20 tahun (4,5 % sementara SPM 3,5 %)
2. Ketersediaan data mikro urusan keluarga berencana dan sejahtera belum lengkap  
	1. Meningkatkan koordinasi dan peran tokoh masyarakat/tokoh agama/tokoh budaya dalam membina masyarakat untuk menunda usia pernikahan
2. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja penyedia data mikro  untuk meningkatkan kualitas data mikro

	12.
	Sosial
	
	
	

	
	1. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
2. Persentase PMKS menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya
3. Ketersediaan panti sosial
4. Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia non potensial yang menerima jaminan sosial
5. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
	<




<





<

<



=
	1. Tingginya jumlah PMKS terutama keluarga miskin
2. Belum tersedia panti sosial yang menyediakan saran prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
3. Belum terkoordinasinya dengan baik penangangan PMKS antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah 
	1. Meningkatkan alokasi anggaran pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama
2. Meningkatkan bantuan sosial bagi penyandang cacat dan lansia
3. Meningkatkan koordinasi penanganan PMKS
4. Merancang terwujudnya pembangunan panti sosial secara bertahap


	13.
	Tenaga Kerja
	
	
	

	
	1. Persentase tenaga kerja yang dilatih
2. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan
3. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek
4. Besaran pemeriksaan perusahaan
	<


<

<


<


	1. Terbatasnya jumlah tenaga kerja yang dilatih karena keterbatasan anggaran
2. Belum terkoordinasinya dengan baik program kegiataan urusan ketenagakerjaan dengan program kegiatan urusan lain yang terkait
3. Belum tersedianya data yang lengkap terkait pelaksanaan urusan ketenagakerjaan
	1. Meningkatkan kegiatan pelatihan tenaga kerja
2. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan program kegiatan 
3. Meningkatkan ketersediaan data ketenagakerjaan

	14.
	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	
	
	

	
	1. Jumlah Koperasi Aktif
2. Jumlah UMKM
3. Jumlah Wirausaha Baru
	=
<
=
	1. Pertumbuhan koperasi,  UMKM/wirausaha baru belum optimal dalam rangka penanggulangan kemiskinan
2. Terbatasnya jumlah dan kapasitas aparatur pelaksana urusan koperasi dan usaha kecil menengah
	1. Meningkatkan stimulasi pertumbuhan dan pembinaan koperasi dan UMKM/wirausaha berbasis sumberdaya lokal
2. Merekrut kosultan kewirausahaan dari perguruan tinggi dalam rangka pendampingan penumbuhan kewirausahaan di masyarakat

	15.
	Penanaman Modal
	
	
	

	
	1. Tersedianya informasi bidang usaha sektor/bidang usaha unggulan
2. Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antaran UMKMK tingkat kabupaten dengan pengusaha tingkat provinsi/ nasional
3. Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten
4. Terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di bidang penanaman modal
5. Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha
6. Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
7. Nilai Investasi
8. Jumlah tenaga kerja terserap
	<



<






=


<






<



<



<

<
	1. Masih relatif rendahnya minat investasi terutama di luar sektor pariwisata
2. Keterbatasan jumlah dan kapasitas aparatur pelaksana urusan penanaman modal
3. Keterbatasan anggaran pelaksanaan urusan penanaman modal
4. Satuan kerja pelaksana urusan penanaman modal belum berdiri sendiri

	1. Meningkatkan kualitas informasi bidang usaha unggulan dan kualitas promosi peluang penanaman modal
2. Meningkatkan sarana prasarana pelaksanaan urusan penamanan modal secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

	16.
	Kebudayaan
	
	
	

	
	1. Jumlah even budaya
2. Ketersediaan gedung kesenian
	=

<
	Belum tersedianya gedung kesenian
	Memanfaatkan gedung serba-guna dalam penyelenggaraan even budaya dan seni

	17.
	Kepemudaan dan Olahraga
	
	
	

	
	1. Ketersediaan gedung olahraga
2. Jumlah prestasi olahraga
3. Jumlah organisasi olahraga
	=

<
<

	Prestasi olahraga belum memadai
	Meningkatkan pemasyarakatan dan pembinaan olahraga

	18.
	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
	
	
	

	
	1. Cakupan petugas perlindungan masyarakat
2. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)
	<


<

	1. Jumlah Linmas belum memadai
2. Sarana prasarana satuan polisi pamong praja belum memadai
	1. Meningkatkan jumlah Linmas secara bertahap
2. Meningkatkan sarana prasarana secara bertahap 

	19.
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
	
	
	

	
	1. Penyampaian Laporan (LPPD, LKPJ, LAKIP dan LKPD) Tepat Waktu
2. Penetapan APBD Tepat Waktu
3. Persentase penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS 
4. Kasus KKN PNS
5. Jumlah PNS Mengikuti Diklat Struktural 
6. Jumlah PNS mengikuti tugas belajar pendidikan formal diploma, S1, S2

	<


=
=


<
=

=


	1. Masih relatif rendahnya kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan, pelaporan penyelengga-raan pemerintahan dan pembangunan
2. Belum tersusunnnya regulasi  perencanaan dan penganggaran yang lengkap di daerah
3. Belum terbangunnya komunikasi yang efektif antara legislatif dan eksekutif dalam perencanaan dan penganggaran
4. Masih terdapat PNS tersangkut masalah KKN
5. Sarana penegakan disiplin terbatas
	1. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan
2. Membangun sistem aplikasi perencanaan da penganggaran 
3. Menyusun regulasi perencanaan dan penganggaran yang lengkap 
4. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara legislatif dan eksekutif
5. Meningkatkan pengetahuan aparatur tentang anti KKN
6. Meningkatkan sarana dan operasi penegakan disiplin

	20.
	Ketahanan Pangan
	
	
	

	
	1. Ketersediaan energi dan protein per kapita
2. Penguatan cadangan pangan
3. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah
	<

=


=
	Produksi sumber protein sebagian diperdagangkan ke luar daerah (ternak) sementara konsumsi protein dalam daerah relatif rendah
	1. Meningkatkan konsumsi protein di dalam daerah
2. Meningkatkan promosi diversifikasi pangan

	21.
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	
	
	

	
	1. PKK Aktif
2. Jumlah Posyandu Aktif
3. Jumlah temuan teknologi tepat guna









	=
=
=

	1. Masih relatif rendahnya tingkat keberdayaan masyarakat
2. Temuan tekonologi tepat guna belum dapat diproduksi secara massal
3. Belum optimalnya pelayanan pemerintahan desa
	1. Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui pembinaan terus menerus dengan melibatkan tokoh masyarakat/ agama/budaya dan kader-kader masyarakat
2. Menfasilitasi produksi massal hasil temuan teknologi tepat guna
3. Menfasilitasi peningkatan pelayanan pemerintahan desa melalui peningkatan kapasitas aparatur desa dan memenuhi amanat UU Desa tentang dana alokasi desa.. 

	22.
	Statistik
	
	
	

	
	Ketersediaan data statitik daerah
	=


	Ketersediaan data statistik bekerjasama dengan BPS belum dapat memenuhi kebutuhan waktu penyediaan  dan data yang tersedia bersifat makro
	Menggunakan data mikro secara mandiri sebagai evaluasi pelaksanaan dan perencanaan pembangunan 

	23
	Kearsipan
	
	
	

	
	SKPD yang menerapkan arsip secara baku
	<
	1. Kurangnya sarana prasarana SKPD pelaksana urusan kearsipan
2. Belum tersedia tenaga fungsional arsiparis
	1. Meningkatkan sarana prasarana kearsipan secara bertahap
2. Mensosialisasikan jabatan fungsional arsiparis

	24.
	Komunikasi dan Informatika
	
	
	

	
	1. Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional
2. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat Kecamatan
	<



<



	1. Keterbatasan anggaran pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi
2. Keterbatasan jumlah dan kapasitas aparatur pengelola informasi terutama diseminasi informasi melalui media online (website)
3. Relatif rendahnya minat dan pengetahuan masyarakat dalam mewujudkan KIM
	1. Menyusun design pembangunan jaringan teknologi informasi menuju e-government
2. Meningkatkan anggaran diseminasi dan pendistribusian informasi nasional secara proporsional
3. Meningkatkan kapasitas aparatur pengelolaan informasi
4. Meningkatkan kualitas website resmi pemerintah daerah
5. Menfasilitasi tumbuh dan berkembangnya KIM

	25.
	Perpustakaan
	
	
	

	
	1. Ketersediaan sarana prasarana perpustakaan daerah
2. Jumlah pengunjung perpustakaan daerah
	<


<
	1. Keterbatasan anggaran peningkatan sarana prasarana perpustakaan
2. Belum tersedia pejabat fungsional pustakawan


	1. Meningkatkan anggaran pemenuhan sarana dan prasarana perpustakaan secara bertahap
2. Melakukan sosialisasi jabatan fungsional pustakawan
3. Mengoptimalkan peran perpustakaan masyarakat dengan menfasilitasi penyediaan buku dan fasilitas lainnya diperpustakaan masyarakat

	26.
	Pertanian
	
	
	

	
	1. Pertumbuhan PDRB sektor pertanian
2. Peningkatan kesejahteraan petani
3. Diversifikasi produk pertanian
	<

<


<
	1. Relatif rendahnya pengusaan teknologi budidaya komoditas pertanian secara umum maupun komoditas pertanian dengan nilai jual tinggi dan dibutuhkan oleh pasar pariwisata
2. Luasnya lahan pertanian tadah hujan (lahan kering)
3. Terbatasnya jumlah dan kapasitas aparatur pelaksana urusan pertanian
4. Sebagian besar petani menguasai lahan pertanian yang terbatas (petani gurem)
	1. Revilatasi sumur bor
2. Merekrut konsultan dari perguruan tinggi dan praktisi pertanian dalam rangka penguasaan teknologi budidaya dan pengelolaan lahan kering
3. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pengairan dilahan kering
4. Mengutamakan fasilitasi teknologi dan permodalan pada petani gurem
5. Menfasilitasi terbangunnya jaringan pemasaran produk pertanian
6. Pengembangan subsubsektor peternakan terutama ternak besar/sapi dan unggas

	27.
	Kehutanan
	
	
	

	
	1. Peningkatan produksi hasil hutan bukan kayu
2. Cakupan pengawasan illegal logging
	<

<

	1. Relatif rendahnya penguasaan teknologi peningkatan produksi hasil hutan bukan kayu
2. Keterbatasan sarana prasarana dan jumlah aparatur pengawasan illegal logging
	1. Meningkatkan penguasaan teknologi produksi hasil hutan non kayu (madu, bambu dan kemiri)
2. Menfasilitasi masyarakat dalam pengembangan hasil hutan bukan kayu
3. Meningkatkan sarana prasarana pengawasan hutan secara bertahap
4. Mengoptimalkan peran masyarakat dan kearifan lokal dalam menjaga kelestarian hutan

	28.
	Pariwisata
	
	
	

	
	1. Jumlah kunjungan wisatawan
2. Jumlah kelompok sadar wisata
3. Potensi destinasi wisata tertata

	>

<

<

	1. Aktivitas pariwisata belum signifikan mengurangi kemiskinan
2. Sarana prasarana destinasi pariwisata belum terbangun dan tertata secara optimal
3. Tujuan wisata diluar kawasan Gili Trawangan belum dikembangkan  sesuai dengan potensinya
4. Relatif rendahnya  pengetahuan masyarakat di luar kawasan gili dalam mengembangkan potensi pariwisata wilayahnya
	1. Pengembangan jasa dan destinasi wisata berbasis masyarakat (desa wisata)
2. Menata destinasi pariwisata secara komhrehensif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
3. Menyusun perencanaan pengembangan kawasan wisata di luar gili
4. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengembangan kawasan wisata  

	29.
	Kelautan dan Perikanan
	
	
	

	
	1. Pertumbuhan PDRB sub sektor kelautan perikanan
2. Peningkatan kesejahteraan nelayan
	<

<



	1. Relatif rendahnya penguasaan teknologi perikanan baik perikanan tangkap maupun budidaya
2. Terbatasya sarana penangkapan nelayan
3. Terbatasnya jumlah dan kapasitas aparatur pelaksana urusan kelautan perikanan
4. Potensi wilayah dalam pengembangan perikanan darat belum dikelola secara optimal
	1. Meningkatkan penguasaan teknologi perikanan tangkap dan budidaya
2. Fasilitasi tumbuhnya budidaya perikanan laut
3. Memanfaatkan nelayan maju sebagai penyuluh informal dan  penggerak nelayan lainnya
4. Menfasilitasi ketersediaan peralatan dan permodalan bagi nelayan
5. Mengembangkan perikanan darat diwilayah yang potensial

	30.
	Perdagangan
	
	
	

	
	Jumlah prasarana perdagangan dalam kondisi baik
	<
	Keterbatasan  jumlah dan kualitas prasarana perdagangan (pasar tradisional, pasar desa)
	Meningkatkan anggaran pembangunan sektor perdagangan terutama pembangunan pasar desa, pusat-pusat perdagangan bagi pedagang kecil dan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima 

	31.
	Perindustrian
	
	
	

	
	1. Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan
2. Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan

	<


<
	1. Relatif rendahnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam penguasaan teknologi industri terutama industri pengolahan 
2. Terbatasnya jumlah dan kapasitas aparatur pelaksana urusan industri

	1. Fasilitasi peralatan dan permodalan bagi tumbuhnya industri pengolahan terutama industri pengolahan berbasis pertanian dalam skala kecil dan rumah tangga berbasis teknologi tepat guna.
2. Merekrut konsultan perguruan tinggi dalam pengembangan industri dari aspek teknologi tepat guna  pengolahan hasil pertanian

	32.
	Transmigrasi
	
	
	

	
	Jumlah transmigran swadaya
	<


	Rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi
	Meningkatkan sosialisasi transmigrasi


 (
LOMBOK UTARA
)


PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

	Berdasarkan hasil identifikasi diatas, permasalahan yang menjadi prioritas penanganan pada tahun 2016 adalah sbb :

1. Masih tingginya angka kemiskinan dan di Kabupaten Lombok Utara (34,63 % di ahun 2013) dengan kecepatan penurunan yang melambat. 
2. Rendahnya produktivitas pertanian di lahan kering yang merupakan 80 % lahan pertanian yang ada sehingga sektor pertanian sebagai lapangan usaha utama penduduk (54%) dan kontributor terbesar PDRB (34%) belum tumbuh secara signifikan, belum meningkatkan kesejahteraan petani dan belum dapat menangkap peluang tumbuhnya sektor pariwisata
3. Sektor industri terutama industri pengolahan berbasis pertanian (agroindustri) belum tumbuh secara signifikan untuk menangkap peluang potensi sektor pertanian dan pariwisata 
4. Belum terbangunnya kewirausahaan pada berbagai sektor
5. Belum terbangunnya koordinasi dan sinergi yang baik dalam program penanggulangan kemiskinan 
6. Aktivitas pariwisata belum emberikan dampak yang optimal terhadap pertumbuhan sektor lain dalam rangka penanggulangan kemiskinan
7. Ancaman dampak negatif pariwisata terhadap perubahan prilaku dan kearifan lokal
8. Ancaman dinamika global dan nasional terhadap kerukunan hidup antar umat beragama
9. Ancaman dampak negatif pariwisata terhadap penyalahgunaan NAPZA dan kearifan budaya lokal
10. Belum optimalnya peran kearifan lokal/budaya dalam mendukung program kegiatan pembangunan
11. Terbatasnya sarana prasarana serta petugas pelayanan kesehatan maupun aparatur pemerintah pelaksana program pembangunan kesehatan
12. Relatif tingginya angka kematian bayi
13. Relatif rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta perlindungan ibu dan anak
14. Relatif rendahnya kesadaran dan pengetahuan pemenuhan gizi
15. Belum optimalnya pelaksanaan program pembangunan kesehatan yang bersifat promotif/preventif
16. Belum optimalnya peran tokoh masyarakat/tokoh agama, tokoh budaya dalam mendukung pembangunan kesehatan
17. Belum terbangunnya koordinasi dan sinergi yang baik antara stakeholder pembangunan kesehatan
18. Relatif rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menghadapi peluang dan tantangan perkembangan regional, nasional dan global.
19. Sarana prasarana untuk semua jenjang pendidikan belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal.
20. Kurangnya kompetensi guru.
21. Relatif rendahnya partisipasi sekolah dijenjang pendidikan menengah dan tinggi
22. Relatif rendahnya mutu dan relevansi pendidikan
23. Relatif tingginya angka buta aksara
24. Penemuan teknologi tepat guna belum dapat diproduksi secara massal
25. Perencanaan dan penganggaran belum responsif gender.
26. Proses perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
27. Pertumbuhan industri pengolahan belum optimal dan kontribusi terhadap PDRB belum signifikan
28. Sarana prasarana pelayanan perijinan terpadu belum memadai
29. Pelaku usaha belum dapat mengakses usaha perbankan
30. Ketahanan dan kemandirian pangan belum merata antar wilayah
31. Belum optimalnya penataan dan pengelolaan destinasi pariwisata
32. Relatif rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan tenaga kerja
33. Relatif rendahnya kesejahteraan masyarakat pesisir sehingga rawan melakukan perusakan dalam mencari nafkah
34. Potensi sumber air minum belum terkelola dan terdistribusi dengan baik
35. Beberapa kasus pelanggaran tata ruang belum tertangani
36. Tingginya jumlah rumah tidak layak huni
37. Relatif rendahnya kualitas sarana prasarana perhubungan
38. Masih terdapat rumah tangga belum mengakses listrik
39. Jumlah sarana prasarana persampahan terbatas
40. Rendahnya kesadasan masyarakat dalam penanganan sampah secara mandiiri.
41. Sarana penegakan disiplin terbatas
42. Pengetahuan dan ketrampilan aparatur belum memadai
43. Masih relatif rendahnya kapasitas aparatur dalam perencanaan dan  penganggaran serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
44. Belum tersusunnya regulasi perencanaan dan penganggaran yang lengkap di daerah
45. Belum terbangunnya komunikasi yang efektif antara legislatif dan eksekutif dalam perencanaan dan penganggaran 
46. Terdapat ancaman meningkatnya angka kriminalitas sejalan dengan perkembangan KLU sebagai daerah otonom
47. Belum tersedia data yang akurat tentang kasus pelanggaran HAM
48. Jumlah personil, sarana dan prasarana satuan polisi pamong praja belum memadai
49. Jumlah Linmas belum memenuhi standar SPM (100 org/daerah otonom)
50. Penanganan bencana belum terkoordinasi dengan baik
51. Relatif rendahnya pengetahuan politik masyarakat
52. Sarana prasarana pelayanan administrasi kependudukan belum memadai
53. Relatif rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengakses pelayanan administrasi kependudukan.

Angka Kemiskinan	
Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	43.14	39.270000000000003	35.9	34.630000000000003	Target RPJMD	
Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	43.14	40.64	38.14	35.64	


Lombok Utara	
Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	58.190000000000012	59.2	60.17	Lombok Tengah	
Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	60.57	61.25	61.879999999999995	Nusa Tenggara Barat	
Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	62.98	63.760000000000012	64.31	

Tahun 2012	
7 – 12 Tahun 	13 – 15 Tahun 	16 – 18 Tahun 	97.42	85.54	48.59	Tahun 2013	
7 – 12 Tahun 	13 – 15 Tahun 	16 – 18 Tahun 	96.34	95.28	57.809999999999995	Tahun 2014	
7 – 12 Tahun 	13 – 15 Tahun 	16 – 18 Tahun 	97.23	96.56	70.2	



Angka Melek Huruf	
Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	77	77.03	80.5	

Rata-rata Lama Sekolah	
Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	7.3039999999999985	7.357999999999989	7.5939999999999985	
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	57.13	52.2	54.42	Industri	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	5.4300000000000024	5.03	6.2700000000000014	Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	15.82	17.260000000000002	19.14	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	11.08	12.62	8.9	Lainnya	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	10.54	12.88	11.28	


Berusaha	
Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	44.730000000000011	42.24	50.660000000000011	Buruh/Karyawan	
Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	21.86	18.38	12.39	Pekerja Bebas	
Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	16.2	25.09	21.79	Pekerja Keluarga	
Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	17.2	14.29	15.17	

Capaian	
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4.	Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani.	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.	Cakupan pelayanan Ibu Nifas	Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	Cakupan kunjungan bayi.	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI).	Cakupan pelayanan anak balita.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin.	Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatanat	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	Cakupan peserta KB Aktif	Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk 	<	 15 tahun	Penemuan Penderita Pneumonia Balita 	 Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif	Penderita DBD yang Ditangani	Penemuan Penderita Diare	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota.	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi 	<	24 jam	Cakupan Desa Siaga Aktif	86.700817717290178	150.77627283620112	87.034743190519919	87.576841032555677	66.494697621095767	113.39208942390371	93.939393939393966	90.57349632062197	63.928847641144444	100	87.846961740435106	78.270236995998772	98.768700363233378	71.879350348027558	46.448087431693331	100	9.3449271058564989	103.67558098970511	8.8824066445480092	100	100	100	Target SPM	
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4.	Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani.	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.	Cakupan pelayanan Ibu Nifas	Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	Cakupan kunjungan bayi.	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI).	Cakupan pelayanan anak balita.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin.	Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatanat	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	Cakupan peserta KB Aktif	Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk 	<	 15 tahun	Penemuan Penderita Pneumonia Balita 	 Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif	Penderita DBD yang Ditangani	Penemuan Penderita Diare	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota.	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi 	<	24 jam	Cakupan Desa Siaga Aktif	95	80	90	90	80	90	100	90	100	100	100	70	100	100	100	100	100	100	100	100	100	80	

Capaian	
Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	Prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Prosentase Penanganan sampah	1	1	0	1	0.13	Target Nasioal	
Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	Prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Prosentase Penanganan sampah	1	1	1	1	0.70000000000000062	

Capaian 2014	
Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.	Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) pada jalan Kabupaten/Kota.	Tersedianya fasilitas penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota.	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT	0.83000000000000063	1.4285999999999921	0.05	0.66670000000000484	0.15460000000000004	0.24120000000000041	6.8000000000000019E-2	1	0	1	1	0	0.81	1	1	1	1	0.33330000000000287	Target Nasional	
Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.	Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) pada jalan Kabupaten/Kota.	Tersedianya fasilitas penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota.	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT	0.75000000000000333	0.60000000000000064	1	0.4	0.60000000000000064	0.60000000000000064	0.60000000000000064	0.60000000000000064	0.5	1	0.4	1	1	0.9	1	0.60000000000000064	1	0.5	



Target Nasional	
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat 	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan 	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) 	Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek 	Besaran pemeriksaan perusahaan	Besaran pengujian peralatan di perusahaan 	0.75000000000000311	0.60000000000000064	0.60000000000000064	0.70000000000000062	0.5	0.5	0.45	0.5	Capaian	
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat 	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan 	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) 	Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek 	Besaran pemeriksaan perusahaan	Besaran pengujian peralatan di perusahaan 	0.72727272727272729	0.58666666666666656	0.58823529411764375	0.59692028985507251	0.88888888888888884	0.28282260331740683	4.8543689320388383E-2	4.4117647058824108E-2	


Capaian 2014	
Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%)	 Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (65%)	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) 5%	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (70%)	Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan  Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (87%)	Ratio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/ PKB)  1 Petugas di setiap 2 (dua) desa	 Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan	Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun	74	106	100	81	92	36	100	100	100	Target Nasional	
Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%)	 Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (65%)	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) 5%	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (70%)	Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan  Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (87%)	Ratio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/ PKB)  1 Petugas di setiap 2 (dua) desa	 Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan	Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Wisnu	
Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	31511	43165	52663	Wisman	
Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	306135	383804	433207	

APK  SD/ MI/Pkt A	
Tahun 2013	Tahun 2014	109.9	110.11999999999999	Target RPJM	
Tahun 2013	Tahun 2014	102.7	102.7	


APK  SMP/ MTs/Pkt B	
Tahun 2013	Tahun 2014	102.59	108.43	Target RPJM	
Tahun 2013	Tahun 2014	97.77	98.89	


APK  SMA/ MA/Pkt C	
Tahun 2013	Tahun 2014	75.86999999999999	79.290000000000006	Target RPJM	
Tahun 2013	Tahun 2014	74.7	79.7	


Jumlah Lembaga PAUD	
Tahun 2013	Tahun 2014	184	177	

Tahun 2013	
SD	SMP	SMA	100	100	99.51	Tahun 2014	
SD	SMP	SMA	100	100	98.06	


Capaian	
Tahun 2013	Tahun 2014	11.5	7.9	Target RPJMD	
Tahun 2013	Tahun 2014	4.88	4.4400000000000004	


Capaian	
Tahun 2013	Tahun 2014	44	133	Target RPJMD	
Tahun 2013	Tahun 2014	98.7	89.33	

Capaian	
Tahun 2013	Tahun 2014	0.2	0.15000000000000024	Target RPJMD	
Tahun 2013	Tahun 2014	1.7	1.35	


Baik 139.89 
Sedang  40.17 
Rusak  15.59 
Rusak Berat 13.42 

Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	139.89000000000001	40.17	15.59	13.42	Capaian	
Tahun 2013	Tahun 2014	80.77	86.11999999999999	Target RPJMD	
Tahun 2013	Tahun 2014	68.08	76.540000000000006	

Capaian	
Tahun 2013	Tahun 2014	70	75	Target SPM	
Tahun 2013	Tahun 2014	70	70	


Capaian	Tahun 2012	Tahun 2013	77.25	79.36999999999999	Target RPJMD	
Tahun 2012	Tahun 2013	62	64.666666666666657	


Tahun 2012	
Lantai bukan tanah	Atap layak	Dinding permanen	81.27	84.93	84.93	Tahun 2013	
Lantai bukan tanah	Atap layak	Dinding permanen	81.430000000000007	88.03	85.710000000000022	

Cakupan Peserta KB Aktif (%)	
Tahun 2013	Tahun 2014	77.11999999999999	67.016999999999996	Target SPM	Tahun 2013	Tahun 2014	65	65	



Cakupan PUS dengan istri dibawah 20 tahun (%) 	
Tahun 2013	Tahun 2014	3.96	3.9899999999999998	Target SPM	
Tahun 2013	Tahun 2014	3.5	3.5	

Tahun 2013	
Jumlah Koperasi Aktif	Jumlah UMKM	Jumlah Wirausaha Baru	104	382	4654	Tahun 2014	
Jumlah Koperasi Aktif	Jumlah UMKM	Jumlah Wirausaha Baru	109	720	5958	


Target Nasional	
Cakupan Kajian Seni (50%)	Cakupan Fasilitasi Seni (30%)	 Cakupan Gelar Seni  (75%)	 Misi Kesenian (100%)	Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian (25%)	 Cakupan Tempat (100%)	Cakupan Organisasi	100	100	100	100	100	100	100	Capaian Tahun 2014	
Cakupan Kajian Seni (50%)	Cakupan Fasilitasi Seni (30%)	 Cakupan Gelar Seni  (75%)	 Misi Kesenian (100%)	Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian (25%)	 Cakupan Tempat (100%)	Cakupan Organisasi	106	382	100	100	200	300	196	


Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober 	Nopember	Desember	89	78	109	123	135	111	116	83	289	196	127	168	


Tahun 2013	Tahun 2014	6.6599999999999975	5.49	

Tahun 2013	
Sapi 	Kerbau 	Kuda	Kambing 	Babi	82954	415	623	29929	8555	Tahun 2014	
Sapi 	Kerbau 	Kuda	Kambing 	Babi	84613	442	478	26916	5197	


Wisatawan Domestik	
Tahun 2013	Tahun 2014	52663	55544	Wisatawan Asing	
Tahun 2013	Tahun 2014	434207	447797	


Industri Formal	
Tahun 2013	Tahun 2014	207	291	Industri Non Formal	
Tahun 2013	Tahun 2014	705	848	


Pemenang, 81.09

Pemenang	Tanjung	Gangga	Kayangan	Bayan	81.09	115.64	157.35000000000107	126.35	329.1	image9.png
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